
SALINAN 

BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian 
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil 
Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ; 

. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun 
2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam 

Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, 
telah ditetapkan Surat Direktur Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor : 900.1.1/1117/Keuda tanggal 12 
Maret 20025 hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 

2025; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452);



10. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477). 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6377); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari 

Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor.... Tahun 
2025; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

L Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai 
penghargaan atas disiplin kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi bekerja. 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS. 

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara. 

Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 
dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka 
kredit. 

Masa Kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja 
termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan 
nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur. 

Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam 
pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan 
pelayanan aparatur. 

Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan 
tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam 

masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
selaku Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

Pengurus Barang adalah ASN yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 

Pejabat Penatausahaan keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK- 
PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
PD, 

Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang 
di tandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS, 
jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, 

pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak 
hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021. 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, 
Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, 
pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir 

Cuti adalah keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam 
perundang-undangan yang berlaku.
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Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan 
bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan 
pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam 
kerja. 

Mutasi Kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang 
didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan 
itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 
agama, ras atau golongan. 

Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas 
dengan jumlah peserta didik yang banyak dan penyampaian materi 
kepada peserta didik secara bersamaan. 

Nilai akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
adalah akumulasi dari nilai lembar hasil evaluasi internal akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah, nilai penyerapan anggaran dan nilai 
capaian kinerja perangkat daerah. 

Pasal 2 

Maksud pemberian TPP sebagai penghargaan terhadap penyelesaian 
beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan 
kesejahteraan ASN. 

Tujuan pemberian TPP untuk terwujudnya peningkatan : 
a. etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kedinasan; 
b. disiplin ASN; dan 
c. kesejahteraan ASN. 

Pasal 3 

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip : 
a. 

b. 

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 
Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 
Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai 
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan 
perencanaan kinerja yang ditetapkan. 
Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus 
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh 
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 
Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk 
menjamin kesejahteraan pegawai ASN. 
Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil 
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 
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BABII 
PENERIMA, HARI KERJA DAN PERHITUNGAN 

Bagian Kesatu 
Penerima 

Pasal 4 

Penerima TPP adalah ASN untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan 
Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria yang ditetapkan. 

Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi : 
a. ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada 

Perangkat Daerah; 
b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan; 
c. ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat; 
d. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga negara 

dan/atau lembaga lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Lain; 
. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas 
tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; 

f. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang 
bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; 

g. ASN yang sedang dalam proses mutasi ke Pemerintah Daerah lain 
dan/atau Pemerintah Pusat yang telah terbit surat mutasi dari pejabat 
berwenang; 

h. guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah 
cuti diluar tanggungan negara. 

o
 

Bagian Kedua 
Hari kerja 

Pasal 5 

Hari dan Jam kerja PNS ditetapkan sebagai berikut: 
a. hari senin sampai dengan hari kamis 

jam kerja : 07.30 s.d 16.30 WIB 
istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB 

b. hari jumat 

jam kerja : 07.30 s.d 11.00 WIB 

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah 
dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pelaksanaan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin 
Umar dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah menyesuaikan dengan 
ketentuan Badan Layanan Umum Daerah. 
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Bagian Ketiga 
Perhitungan 

Pasal 6 

Perhitungan besarnya TPP untuk suatu Masa Kerja didasarkan pada 
produktivitas kinerja dan disiplin kerja. 
Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan 
oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan hasil evaluasi 
kinerja pegawai dengan predikat meliputi : 
a. sangat baik; 
b. baik; 
c. kurang; 
d. butuh perbaikan; 
e. sangat kurang; 
Penilaian Produktivitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan variabel 
perhitungan: 
a. hasil kerja; dan 
b. perilaku kerja. 

Perhitungan berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi dengan 
variabel disiplin, meliputi: 
a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; 
b. terlambat datang dan/atau pulang cepat; 

c. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pelaksanaan perekaman kehadiran dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 
setiap hari kerja yaitu pada; 
a. pagi dimulai jam : 07.00 s/d. 07.30 WIB; 

b. untuk hari senin s/d. kamis sore dimulai setelah jam : 16.31 s/d. 
17.30 WIB; dan 

c. untuk hari jum’at siang dimulai jam : 11.00 s/d. 12.00 WIB. 

Dalam hal terdapat perubahan jam kerja dengan kondisi tertentu, 
pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
menyesuaikan dengan perubahan jam kerja dimaksud. 

Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP berdasarkan jumlah 
kehadiran pada hari kerja setiap masa kerja. 

Untuk pelaksanaan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) menggunakan alat perekaman kehadiran dibawah koordinasi 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian. 

Pasal 7 

Dalam hal terjadi kerusakan alat perekaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (8) dapat menggunakan daftar hadir yang dibuktikan 
dengan berita acara yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan informatika. 

Perbaikan dan pemeliharaan alat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (8) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas dibidang kepegawaian dan informatika. 



(3) Apabila terjadi kesengajaan pengerusakan alat sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) pada Perangkat Daerah maka akan dikenakan sanksi 
pemotongan TPP kepada pegawai yang melakukan pengerusakan 
sebagaimana dimaksud selama satu bulan berkenaan dan sanksi sesuai 
peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Prinsip Khusus Pemberian TPP ASN 

Pasal 8 

Pemberian TPP dibayarkan kepada pegawai ASN berdasarkan pada : 
a. Penilaian produktivitas kerja, dengan bobot 60% (enam puluh 

persen) dari besaran TPP yang diterima; dan 
b. Penilaian disiplin kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian oleh 
pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang 
dipimpinnya. 

Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran 
pegawai melalui absensi elektronik. 

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 

BAB 111 
KRITERIA TPP 

Bagian Kesatu 

Kriteria TPP 

Pasal 9 

TPP diberikan dengan kriteria sebagai berikut: 
a. TPP berdasarkan beban kerja; 
b. TPP berdasarkan kondisi kerja; 
c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas 
melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma 
lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh 
puluh) jam perbulan. 

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, 
keamanan jiwa, dan lainnya. 

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang 
diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Kedua 
Besaran TPP 

Pasal 10 

Besaran TPP untuk setiap jenjang jabatan tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PEMBAYARAN, TAMBAHAN, PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN 

Bagian Kesatu 
Pembayaran 

Pasal 11 

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan 
berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus. 

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 
sejak bulan Januari pada tahun berkenaan. 

(3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir 
bulan Desember tahun berkenaan. 

(4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan 
yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan 
PPPK. 

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK yang baru diangkat dibayarkan 
terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT). 

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari besaran TPP kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang 

tercantum dalam pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS 
sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi 
PNS. 

(4) Dalam hal setelah terbitnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS 
dan PPPK belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia 
jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari 
nilai TPP kelas jabatan terendah berdasarkan jabatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 13 

Apabila terjadi mutasi Pegawai antar Perangkat Daerah, promosi jabatan 
struktural, dan / atau penyesuaian golongan ruang maka pembayaran TPP di 
dasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Keputusan 

Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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Pasal 14 

Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. 

Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d11engkap1 dokumen sebagai berikut: 

surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 
perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja; 
rekapitulasi TPP berdasarkan disiplin kerja; 
perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja; dan 
dokumen lain yang dipersyaratkan. o

 
a
0
 
P
 

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Tambahan 

Pasal 15 
Dalam hal ASN menjabat sebagai Pt atau Plh diberikan TPP tambahan. 

Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai berikut : 

a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di 
atas jabatan definitif menerima tambahan penghasilan pada jabatan 
yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada 
jabatan definitifnya; 

b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat 
mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) 
dari tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya; dan 

c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat 
dibawah jabatan definitif mendapat tambahan penghasilan sebesar 
20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan yang 
dirangkapnya. 

TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh 
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat 
Keputusan. 

Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang kepegawaian. 

Pasal 16 

Dalam hal ASN Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Alimudin Umar yang masih melaksanakan tugas sebagai 
tenaga fungsional tertentu menerima tambahan sebesar TPP tenaga 
fungsional tertentu sesuai dengan jenjangnya.



2) 

3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

2 

©] 

(1) 

(2) 

Dalam hal ASN fungsional tertentu yang ditunjuk untuk merangkap 
sebagai kepala menejerial pada Pusat Kesehatan masyarakat menerima 
tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan fungsional 
tertentu yang dijabat. 

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengurus 
barang pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut. 

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengelola gaji 
pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut. 

Dalam hal ASN Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan 
Keuangan pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut. 

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai Penjabat 
Peratin, yang bersangkutan menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut. 

Pasal 17 

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah tertinggi 

berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Implementasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan penghargaan 
berupa penambahan TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada 
tahun anggaran berjalan. 

Besaran dan syarat pemberian penghargaan (reward) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Penambahan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang 

memperoleh nilai tertinggi dikalikan besaran TPP dalam masa kerja; 
b. Penambahan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang 

memperoleh nilai tertinggi kedua dikalikan besaran TPP dalam masa 
kerja; 

c. Penambahan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang 
memperoleh nilai tertinggi ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa 
kerja; 

Penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar 
TPP yang diterima dalam masa kerja. 

Bagian Ketiga 
Pemotongan dan Penundaan 

Pasal 18 

Pemotongan TPP berdasarkan predikat produktivitas kinerja pegawai 
dengan perhitungan sebagai berikut : 
a. Butuh perbaikan dan/atau Kurang dengan prosentase pengurangan 

sebesar 2% (dua persen) dikalikan besaran TPP berdasarkan 

produktivitas kinerja; 
b. Sangat kurang dengan prosentase pengurangan sebesar 3% (tiga 

persen). 

Pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam hal ASN: 



3) 

#) 

(1) 

(2) 

@) 

(1) 

tidak masuk kerja; 

terlambat datang dan/atau pulang cepat; 
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya 
yang dilaksanakan secara klasikal lebih dari 25 (dua puluh lima) hari 
kalender secara terus menerus dalam masa kerja; dan 

e. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam masa kerja 
tanpa melampirkan surat cuti sakit dari Pejabat yang berwenang. 

p
o
o
p
 

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi 
ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan diluar kantor yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung; 

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 19 

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 
diperhitungkan akumulasi penjumlahan hari kerja pada setiap masa 
kerja 

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b 
diperhitungkan akumulasi penjumlahan jam kerja pada setiap masa 
kerja. 

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ 
diperhitungkan per bulan dan telah mendapatkan surat keputusan dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan besaran pemotongan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Disiplin ASN. 

Pasal 20 

Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
sebagai berikut : 
a. tidak masuk kerja akan dikenakan pengurangan sebesar 3% untuk 

tiap 1 (satu) hari kerja dikalikan dengan besaran TPP dalam masa 
kerja berdasarkan disiplin kerja; 

b. terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dalam 
suatu masa kerja dikenakan pengurangan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

c. setiap tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan 
sebesar 1,5% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam 
masa kerja; 

d. setiap tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan 
sebesar 1,55% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam 
masa kerja; 

e. tidak masuk kerja lebih dari 50% dari hari kerja dalam masa kerja 
akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 100% dari 
besaran TPP per masa kerja. 
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Pasal 21 

Dalam hal ASN cuti diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen). 

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari 
kerja cuti dikalikan dengan besaran TPP hari kerja pada masa kerja 
tersebut. 

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti melahirkan; 
d. cuti sakit; 

e. cuti karena alasan penting. 

Pasal 22 

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai akhir hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah 
terendah berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
diberikan sanksi berupa pengurangan TPP selama 3 (tiga) bulan yang 
dikurangi pada tahun anggaran berjalan. 

Besaran dan syarat pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai berikut : 
a. Pengurangan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh 

nilai terendah dikalikan besaran TPP dalam masa kerja; 

b. Pengurangan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh 
nilai terendah kedua dikalikan besaran TPP dalam masa kerja; 

c. Pengurangan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh 
nilai terendah ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa kerja; 

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar 
TPP yang diterima dalam masa kerja. 

Pasal 23 

Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Negeri Sipil berkewajiban 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) 
atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan 
gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian 
Barang Milik Daerah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang- 
undangan. 

Pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) datur dengan peraturan Bupati tersendiri. 

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pada 
bidang pelaporan dimaksud. 

Dalam hal Penyelenggara dan/atau ASN belum menyampaikan laporan 
sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan melaksanakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran TPP kepada penerima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda 100% sampai dengan 
Penerima TPP meyampaikan laporan dan melaksanakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 
mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang 
mempunyai  tugas mengkoordinir  pelaporan dan/atau  sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 24 

Jumlah pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 
diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, dan/atau surat 
teguran sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
dilaksanakan pada akhir bulan. 

(1) 

2) 

3) 

) 

(1 

(2 

BAB IV 
PENGANGGARAN 

Pasal 25 

TPP dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat 
Daerah masing-masing pada tahun berjalan. 

Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan yang 
dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka 

kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal 26 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan. 

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan. 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 27 

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan. 



BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 

Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana 
kegiatan untuk ASN Daerah dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan 
kecuali yang didasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, pengelola keuangan, 
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2023 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya 
laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 21 Maret 2025 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

ttd 

PAROSIL MABSUS 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 21 Maret 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

ttd 

NUKMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KABAG HUKUM, 

- 
SARJAK 
NIP.19¥610202005011008 



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : 11 TAHUN 2025 
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Asisten | n dan Ke ruktural 

KELAS No NAMA JABATAN Bin JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
1 [sE: Sclaretaris Dacrah s 15 "~ Pimpinan Tinggi Pratama. 

oB 18.203.000,00 [Asisten Perckonomian dan Pembangunan Jabatan Struktural 
- N [Asis ministrasi Umnum ) 14| Jabatan Struktural oB 18.203.000,00 

R SURBN RRIRUE Remeiaban 13 Jabatan Struktural oB 10.371.000,00 dan Kesra 
[Btf AR Bupati Biding Perekanominn 13 Jabatan Struktural oB 10.371.000,00 I dan Pembangunan 
::f"::“‘ i AT 13 Jabatan Struktural on 10.371.000,00 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 Jabatan Struktural 6.016.000,00 
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 Jabatan Struktural 6.016.000,00 
Kepaln Baginn Hukum 12 Jabatan Struktural 6.016.000,00 

o - Kepala Bagian Perckonominn B T [ 6.016.000,00 
— e 2]l 12 601600000 

Kepaln Bagian Pengadaan Barng/ Jasa 12 Jabatan Struktural on 6.097.000,00 
| Kepala Bagian Sumber Daya Alam 12| Jubatun Struktural oB 

e ——— 12 Jabatan Stuktural | OB 
12 Jabatan Struktural oB 

SARa Sism Tl A S 12 Jnbatan Strukiural on Pimpinan 
U e —— 12 Jabatan Struktural on 

| . Kenangan . 
Kepala Sub Bagian Protokol 9 Jabatan Struktural on 

[Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) 
|JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional on 2.727.000,00 
JF Perancan, Peraturan Perundang- “ ek Pl s ST 

__|undungan At Muda_ o s O 
JF Penyuluh Hukum Alli Muda |9 | Jabatan Fungsional 727.000,00 
JF Analis Hulum i o[ 9 Jabatan Fungsional 2.727.000,00 
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | 2.822.000,00 
[0 Analis Kuangan Pusat din Dacran AW Gabdi Fomgeloaad Fy 2.822.000,00 

lUF PBJ Abli Madya 12 " Jabatan Fungsional 
[JF PBJ Abli Muda 10 Jabatan Fungsional 
UF PBJ Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 2.522.000,00 
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 
[JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 
[JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 
[JF Perancang Peraturan Perundang- n- v 
undangan Ahli Madya e Jabiio Rudgiaciat 
P Perancang Peraturan Perundang- . batan Fungs 

- _Jundangan Ahli Muda_ | AR el 
JF Perancang Peraturan Perundang- A Jabatan Pungsional 

A ————— - e g 
- - — -~ an M — - 

JF Analis Hukum Ahli Pertama 8 
JF Penyuluh Hukum Abli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 059.000,00 
JF Penyuluh Hukum Abli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
[JF Penyuluh Hukum Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
[JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
lJF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

E - [JF Perencana Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 
.'ldr A‘nulm Keuangan Pusat/ Dacrah Ahli " Sezs Rutipliend Py 265.060,00. 

| Madva i M=, | < S e S 
:: I:\ml.ls Keuangan Pusat/ Dacrah Ahli = el P Ak e ye——— 

_|Muda o w - 
[JF Analis Kenangan Pusat/ Daerah Ahli m T—— py 1.205.000,00 

- _|Pertama o 

o B - (Pelaksana [ 
| " |Pelaksana Kelas 7 (51) 7 ~ Pelaksana 

i Pelaksana Kelas 6 (D3) [ Pelaksana 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 

2 |[SEKRETARIAT DPRD Sckretaris DPRD 1 Pimpinan Tinggi Pratama 
Kepala Bagian Umum dan Kehumisan 12 Jabatan Struktural 

B [Kepala Bagian Keuanga 12| Jabatan Stuktural | 
Kepala Bagian Persidangan Dan %5 e 

9 Jabatan Struktural 

Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian 1umas dan % [rEST—— 
Dokumentasi 



KELAS 
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN it JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 

[Jabatan Fungsional (Dampak 

[ R o 10 Jabatan Fungsional oB 0| 
a ~|uF Analis Keunngan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00 
P Aualis Kebijakan Abli Muda 10 Jabatan Pungsional on 1.934.000,00 | 

[JF Perancang Peraturan Perundang- . 
o undangan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

|JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

| Jabatan Fungsional 
~ |F Analis Kebijakan Abli Madya 12 Jabatan Fungsional 2.059.000,00 | 

. 10 Jabatan Fungsional 
N — 8 Jabatan Fungsional 

o |JF Perencana Al Madya 12 Jabatan Fungsional - 
il B JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 
- UF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB 

OE Pl esatgat Pusat/Dacrah ARl | T - 

}1:; ‘::m.s Keuangan Pusat/Dacrah Ahli o P on T Bkl 

JF Analis Keuangan Pusat/ Dacrah Ahli a Sabten Pangiiond — P — 
i ~ |Pertama . h 

JF Perancang Peratiuran Perundang- — 
o [ 2. X el 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

[JF Perancang Peraturan Perundang- e 
b Fus OB R . usidanigan Abl Muda 10 Jabatan ingsional 3 1.567.000,00 

JF Perancang Perturan Perindang- " ’ i 205 N g 8 jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
R Priati Hotogea MmO AT o PR o ot 

‘:;T”"‘ Hubingan Masyaralost Al 9 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00 

P Pranut Hubigan Masysislat Al 8 Jabatan Pungsional oB 1.205.000,00 

Pelaksana Kelas 4 [SMP] 
Pelksana Kelas 3 dan 1 (SD) _ Pelaksana 

Inspektur ) Pimpinan Tinggi Pratama 
Sckretaris Inspektorat 12 Jabatan Struktural 

B Iuspektur Pembantu | o 1 Jsbatan Struktural 
R Inspektur Pembantu 11 1 Jabatan Struktural 

1 "Jabatan Struktural 
— — 11 Jabatan Struktural | 
- Inspektur Pembantu V. 1 Jabatan Struktural 

Kepala Sub Bagian Administrasi dan P S 
= Umum B i “l 

B Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 | Jabatan Struktural OB 2.853.000,00 

HEPepL Sl Hagen Evatitesl da 9 Jabatan Struktural on 2.853.000,00 | _ |Pelaporan o L 

= ~ |Jabatan Fungsional o ] 
- [JF Auditor Ahli Utama 11 Jabatan Fungsional oB__ | X 

[UF Auditor Abli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 4.118.000,00 
JF Auditor Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.812.000,00 

—|JF Auditor Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional oB 2581.000,00 | 
[UF P2UPD Abli Utama Jabatan Fungsional oB 
[JF P2UPD Abli Madya Jabatan Fungsional oB 
UK P2UPD Abli Mud: Jabatan Fungsional o 

N [ P2UPD Ali Pertama o . Jabatan Fungsional on 

o o [pelaksama N - — N 
| o . Pelaksana Kelas 7 (S1) Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 6 (D3) 3 Pelaksana oB. 
o Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana on 

DINAS PENDIDIKAN DAN Kepala Dinas Pendidikan dan S s o a0 
4 |keBUDAYAAN Kebudayaan ot Forpiosn Towed A 

TR vt 12 Jabatan Struktural on 4.061.000,00 
. budayaan e 

Kepala Bidang Peubinaan PAUD dan 
1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 Pendidikan Non Formal ! s A 

:“p‘“‘ g e P 1 Jabatan Struktural 2.891.000,00 
C ~ |Kepala Bidang Ke 11 Jabatan Struktural X 

] Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan n Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian % FENEpmar— 

- Penyclenggaran Tugas Pembantuan i 
Kepala Scksi Kurikulum dan penilaian 3 —— 
PAUD dan Pendidikan Non Formal v abatan Stk 
Kepala Scksi Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana PAUD dan Pendidikan Non 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
Formal 



[JF Pamong Belajar Muda 
JF Pamong Belajar Madya 

No PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN aad JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
Kepala Seksi Kurikul e sl Belsl Kyriialum ain peiitn 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00 

- . likan Dasar == N z 
Kepala Scksi Kelembagaan dan Sarana 7 Piaadsinia Peritillian Dasar 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
Kepala Seksi Pendidikan Tenaga 
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non a Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
Formal 
Kepala Scksi Pendidikan Tenaga m N 
Kex idikan D - 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Kepala UPTD Taman Budaya Lamban o ; 
o Prncgsila 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD 
R Taman Budaya Lamban Pancasila s Jabatan Struktural on 1.325.000,00 

|Jabatan Fungsional (Dampak 1 
o Penyederhanaan Birokrasi) — — e 

ct 10 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah R — - 

| anii Muda_ - - | - abatan Fungsional oE 

|JE b 2 i i ’IAI: ‘::ngfln ang Penilaian Pendidikan Ahli 5 Jibaitan Wsagatons 

| F Pamong Budaya Ahli Muda 1 9 __Jabatan Fungsional 

o Jabatan Fungsional 
P Penilik Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 

- 9 Jabatan Fungsional oB 

[UF Penilik Madya 1 Jabatan Fungsional o 
) [UF Penilik Utama 13 Jabatan Fungsional oB 

[JF Pamong, Belajar Pertama_ 8 Jabatan Fungsional oB 

oB 
o | 

N | JF Pengawas Sckolah Pertama oB 
N JF Pengawas Sekolah Muda 0B 

[JF Pengawas Sekolah Madya 1 o8B 
- [JF Pengawas Sckolah Utama 15 on 

JF Auclis Keuangan Pusat/ Dacrab Abl i i " 

"‘: ufi;‘“““ Hetgipen FuBSH DebERALY 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

JF Analis Keuangan Pusat/ Dacrah Ahli A e Vo o P 
Pertama s ) 
| JF Pengembang Penilai Pendidika 4 - 
Pendidil Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

JF Pengembang Penilai Pendidikan P o o Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
[JF Pengembang Penilai Pendidikan . 

- . PeridiHsa Abf Pestomia i 8 dabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

B ¥ Pamong Budaya Ahli Madya u Jabatan Fungsional 
Sl — ~|uF Pamong Budaya Ahli Muda__ ° Jabatan Fungsional | 

o ¥ Pamong Budaya Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional | 

| |Pelaksana - = i i s 
~|Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 ~ Polaksana | 

Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 
Pelaksan Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 
Pelaksana Kelas 1 (SMP) A Pelaksana 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 

5 |DINAS KESEHATAN Kepals Dinas Keschatan 14| Pimpinan Tinggi Pratama 
B ~|sekactaris Dinas Kesehatan . 12 Jabatan Struktural 

“|Kepala Bidang Kesebatan Masyarakat 1 Jabatan Struktural 
Kepala Bidang Pencegahan dan 5 Jabatan Struktural 

| o Pengendalian Penyakit u Sl 
- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 | Jabatan Struktural 

8 N Kepala Bidang Sumber Daya Keschatan | 11 Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian Keuangan ) Jabatan Struktural B 

[Kegiala aubi Bagie, Hularm; Uisum dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 
Kepegawaian - 
[Kepala UPTD Instalasi Farmasi o Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
Kasubbag TU UPTD Instalasi Farmasi 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 

[Kepale; Sk Bagien Tuta Usahs 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 
Puskesms 

|Jabatan Fungsional (Dampak | 
Penyederhanaan Birokrasi) 
U Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 

| strate tu 9 Jabatan Fungsional oB 
~|JF Penyuluh Keschatan Ahli Mudsa ) batan Fungsional | OB __| 

[JF Sanitarian Ahli Muda 9 ~Jabatan Fungsional OB 

| s [JF Epidemiolog Ahli Muda o | Jabatan Fungsional | OB 
JF Apoteker Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 

| Jabatan Fungsional 3 ] 
|JF Dokter Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 4.065.000,00 

JF Dokter Ahli Muda 10 Jabatan oB 2.570.000,00 

JF Dokter Abli Pertama 9 Jabatan oB 1.661.000,00 

_|U¥ Dokiler Gigi Abli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 

" |9¥ Dokter Gigi Ahli Muda | 10 Jabatan Fungsional oB. 

= C|u¥ Dokter Gigi Ahli Pert [ Jabatan Fungsional | OB 
JF Perawat Abli Madya 1 Jabatin Fungsional oB 



NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN 

1 — [JF Perawat Alli Muda 9 Jnabatan Fungsi 
|| [or hii Pertar 3 Jabatan Fungsional 

B [JF Perawat Penyclia 8 Jabatan Fungsional 
[JF Perawat Mair - Jabatan Fungsional 

N F Perawat Terampil 6 Jabatan Fungsional 
[JF wat Pemula 5 Jabatan Fungsional 

JF Bidan Abli Madya 1 Jabatan Fungsional 
JF Bidan Ahli Muda ) Jabatan Fungsional 

o " Jr Bidan Abli Pertama 8 | Jubawmn Fungsional 
8 Jabatan Fungsional 

s 7 " Jabatan Fungsional 
S—— o ungsional |« 
o 5 Jabatan Fungsional 

] i~ Tar | Jabwian Pungsional | 
- 9 Jabatan Fungsional 

T Suitws- 8 Jabatan Fungsional 
8 Jabatan Fungsional 

_|F Asisten Apoteker Mahir 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 
lJF Asisten Apoteker Termpil 6 Jabatan Fungsional oB 839.000,00 

- [JF Asisten Apoteker Pemula 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00 

‘:fl" '::’"“'" e 1 Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00 adya 
b e Laboratorium Keschatan ALE N pr——— on P——— 
u 
P Phsald et iswtariugm KeadHutia Al 8 Jabatan Pungsional oB 1.210.000,00 

— Pertama i = = 

‘:: # Al Labiosdoriuin Keselistan 8 Jabatan Fungsional on 1.172.000,00 

a8 ":“"“’”’ Iahatatonun Kesehhta 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 

[} PrmateLaboratoriin Keachaton o Jabatan Fungsional on 839.000,00 
- [Terampil - . 

;:m‘i';‘“"’ lanommidrinim Kesehatan 5 Jabatan Fungsional on 700.000,00 
UF Nutrisionis Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B | 2.053.000,00 | 

- JF Nutrisionis. uda oB | 1.553.000,00 
~|9F Nutrisionis Ahli Pertama oB 1.210.000,00 

JF Nutrisionis Penyelin Jabatan Fungsional on 1.172.000,00 
Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 

JF Nutrisionis Terampil Jabatan Fungsional oB 839.000,00 

¥ P:»:yumh Keschatan Masyarakat ALl P on 2.055.000,00 

"J;J:,:“y“‘“"‘ Keschatan Masyarakat Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00 

IRERyG Keachatan MiaTatakiC ALY 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00 
Pertama 

P Pyl Keaetintnn Musyarsket 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 - Penvelia 
‘:a::!”"“"“h Keachetan Masyamicat Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 

[ JF Pehyuiih Keactuatin Masyasakat 6 Jabatan Pungsional oB 839.000,00 - [Terampil 
JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut = e 
[Ahli Madya o £ 11 Jabatan Fungsional . on 2.053.000,00 

‘:; Péuwit Qigl/ Tesupls G @n Mitlut 9 Jabatan Fungsional on 1.553.000,00 

8 Jabatan Fungsional on 1.210.000,00 

8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 

T Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 

o [JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut . o6 | F 9.4 ,00 e Mo ° | Jabatan Fungsional oB 839,000, 

fi:::‘"’“‘ Gy Tl GA aan Mokt 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00 

—|uF Sanitarian Abli Madva 1 Jabatan Fungsional oB 
U1 Sanitarian Alli Muda 9 Jabatan Fungsional on 
¥ Sanitarian Abli Pertama 3 Jabatan Pungsional oB 

—|JF Sanitarian Penyelia 8 o 
o lJF Sanitarian Mabir oB 

UF Sanitarian Terampil | on 
s =i == 5 

] 8 _Jabatan Fungsional | OB 
= 7 Jabatan Fungsional | OB 

= S B JF Perckam Medis Terampi 6 Jabatan Fungsional oB 

- ~|Pelaksana Kelas 7 (s1) 7 Pelaksana oB 
Pelaksana Kelas 6 (D3) o Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB. 

- Pelaksana Kelas 4 (SMP) A Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 

6 Dircktur RSUD Alimuddin Umar 12 Jabatan Struktural oB 

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD LY ~ Jabatan Struktural oB 
(epala Bidang Pelayanan Medis 1  Jabatan Struktural 
epala Bidang Keperawatan | 11 i 

Kepala Bidang Penuniang Medis EEl Jabatan Struktural 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN EEEAR JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN JABATAN 
Kepala Sub Bagian Umum dan = 

- Kepes i 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan . . 
Pelagoran o B 9 Jabatan Struktural i 70'37 I.QH.W,M 

» B Kepala Sub Bagian Keuangan ) Jabatan Struktural 2.223.000,00 | 
Kepala Sub Bidang Pelayanan Gawat . 

1 Derurat dan Rawat Jalan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,()9 

Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap ] e, 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
“ Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuban " PR—— o . 

Kepermwatan R 
Kepala Sub Bidang Erika Mutu dan £ 

__|pelavanan Keperawatan Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Kepala Sub Bidang Penunjaug Medis 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis a Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

_Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 

iabatan Fungsional | 
Jabatan Fungsional |JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli 

o Madya I - 
UF Dokter Spesialis Penunjang Alili Muda 10 Jabatan Fungsional 

) ‘: ??kmr Spesialis Penunjang Abli F sabatan Fusgsional | 

o I Dokter Umum Abli Madya 12| Jabatan Fungsional 
[UF Dokter Umum Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 
UF Dokter Umum Abli Pertama 9 Jabatan Fungsional 

e | JF Dokter Gigi Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 
— |JF Dokter Gigi AbliMuda 10 Jabatan Fi uws\ouxl 

2 9 
o 11 | Jabatan F\mgsmnn] 

= | o 9 Jabatan Fungsional | 
- I . 8 

- —_—— e — & 
[JF Perawat Mahir 7 Jahmgn Fungsional 

o [JF Perawat Terampil 6 Jabatan Fungsional 
N 5 Jabatan Fungsional 

I - 1 __Jabatan Fungsional 
[JF Bidan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 

UF Bidan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 
UF Bidan Penyclia 8 Jabatan Fungsional 
[JF Bidan Mahir 7 Jabatan Fungsional 

. B S -  Jabatan Fungsional 
B - 5 | Jabatan Fungsional 

A 11 Jabatan Fungsional _ 
9 

— | JF Apoteker Ali Pertama 8 
- JF Asisten Apoteker Penyclia 8 
B P Asisten Apotcker Mahir . 7 | Jabatan Fungsional 

[JF Asisten Apoteker Terampil 6 Jabatan Fungsional 
o _|JF Asisten Apoteker Pemula 5 Jabatan Fungsional 

JF Radiografer Ahli Madya 8 Jabatan Fungsional 
UK Radiografer Abli Muda 7 Jabatan Fungsional 
[JF Radiografer Abli Pertama o Jabatan Fungsional 
NS grafer Penyelia 8 Jabatan Fungsional 

o afer Mahir 7 Jabatan Fungsional 
[JF Radiografer Terampil 6 

- _|JF Radiografer Pemula — 5 
UF Pranata Laboratorium Keschatan Ahli ” Js————— 
Madva . —— 
.:AF :nnma Laboratorium Keschatan Ahli o Jabatan FPungslonal 
uda G 

JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli s JPE—— 

o ¥ \ata Laboratorium Keschatan o dsbstan Fungsisnal 
Penyelia 
T Pranata Laboratorium Keschatan = P — 
(Mahir o 

- JF Pranata Laboratorium Keschatan 6 Jabiiten Pungsisal 
| Terampil 

[JF Pranata Laboratorium Keschatan z Subaten Fungsionsl 
Pemula ! — 

JF Penata I\l\as‘l‘:l Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 

) [UF Penata Anastesi Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 
 |Ur Penata Anastesi Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

[UF Fisioterapis Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional 
| —|oF Fisioterapis Al Muda 9 ~ Jabatan 

T 8 Jabatan Fungsional 
N JF Fisioterapis Penyelia 8 | Jabatan Fungsional 

JF Fisioterapis Mahir 7 Jabatan Fungsional 
6 Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsion 
Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional 

9 
8 
8 Jabatan Fungsional 
7 
6 U Sanitarian Terampil Jabatan Fungsional 



Perumahan dan Kawasan Permukiman 

NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Bt JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
- ~[0F Sanitarian Pemuts 5 | Jabatan Fungsional o 700.000,00 

- |9F Nutrisionis Ahli Madya 11 _Jabatan Fungsional 
[JF Nutrisionis Ahli Muda ) Jabatan Fungsional 

" |9F Nutrisionis Ali Pertama s Jabatan Fungsional 
[JF Nutrisionis Penyclia 8 Jabatan Fungsional 
JF Nutrisionis Mahir ¥ 5 Jabatan Fungsional 

o U Nutrisionis Termmpil 3 Jabatan Fungsional 
[JF Teknisi Eletrolmedis Penyelia 8 Jabutan Fungsional 

. UF Teknisi Elctrokmedis Mabis | 7 Jabatan Fungsional 
3  Jabatan Fungsional _ 

1 Medis Ahli Madya a1 Jabatan Fungsional . 00 
| - lUF Perckam Medis Alli Muda 9 | Jabatan Fungsional on 1.553.000,00 | 

- s Jabatan Fungsional on 1.210.000,00 
- ¥ Perekam | 1 8 | Jsbaan Fungsiona | 0B 

lJF Perckam Medis Mahir 7 Jabatan Fungsional oB 
|JF Perckam Medis Terampil 6 Jabatan Fungsional oB 19.00¢ 
e i sehni MR A W R o8 P 

T N S——— on 11555.000,00 

[JF Penyulub Keschatan Masyarakat Abli 3 FrRE —— oB 1 210:060,00 
Pertama 

JF-FeBinlih Keachatan Wdnyatakat 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 
Penyelia 

JF Penyulub Keschatan Masyarakat . S —--, i~ NPy, 

JF Penyuluh Reschatan Masyarakat - P— p— P—— 
| Terampil 

= — — S IS R S———— 

—_— |Pelaksana Kelas 7 (S1) 4 Pelaksana oB 
Pelaksana Kelas 6 (D3) e  Pelaksana | os 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 | _ Pelaksana oB 

B pe 4 Pelaksana oB 
- 3 Pelaksana T 

DINAS PEKERJAAN UMUM . N F IO T AN PERIYAIA Kalerar  [Kepala Dinas PUPR 14 Pimpinan Tinggi Pratama | OB | 10.574.000,00 
|Sckretaris Dinas PUPR 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00 

Kepala Bidang Pengairan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

B R [ Kepala Bidang Bina Marga 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
- " |Kepala Bidang Cipta Karya 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

Kcpala Bidang Penataan Ruang, [ 

a Kepala Bidang Per — Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian Umum dan S SRt 
Kepegawaian 
Kepala UPTD Pengelolann Kawasan P : 
Sckuting Terpadu 2 sshisten Sucuktnil 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan 
Kawasan Sekuting Terpadu 8 delstin Struktusl 

|Jabatan Fungsional (Dampak - 
E— Penyederhanaan Birokrasi) . . 

¢ Perencana Abli Muda 0 abatan Fungsional 
UK Analis Keuangan Pusat dan Dacrab . pe——— 

- - ) Jabatan Fungsional 0 

[UF Tehnik Jalan dan Jembatan Al Mudal ° Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 
T e > G . 

S e . p— o8 

JF Pembina Js uksi Ahli Muda_ o Jabatan Fungsional oB 
JF Analis Kebijal Muda 9 Jabatan Pungsional on 
UF Penata Ruang Alli Muda 0] Jabatan Pungsional on 

|Jabatan Fungsional . N 
OF Perencana Abli Pertama ) Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
JA: .‘""”M m;’ Keuangan Puset dsn Raciah. n Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00 

R NTT Al T ungsional “oB_ | 2.059.000,00 | 
B - _|oF Perencana At Muda oB 1.567.000,00 | 

[UF Analis Keuangan Pusat dan Dacrab : E 
Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah . ) . - i<t e 5 Jabatan Fungsional | 013 1.205.000,00 
B |JF Tehnik Pengairan Ahli Madva 11 0B | 2.059.000,00 

I - [JF Tehnik Pengairan Al Muda ) on 1:567.000,00 
- | JF Tehnik Pengairan Ahli Pertama 8 Jabatan Pungsional oB 1.205.000,00 

[JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli 1 Ui F ional oB 2.059.000,00 

JF Tehnik Jalan dan Jembatan Abli Mudal ° Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 

JF Tetuniic Jalsn dii Jenibitan AN 8 Jabatan Pungsional oB 1.205.000,00 Pertama : - 
JF Tt Basgia dius Perdiuiahan ALl 1 Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00 
Madya 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Ll JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
F T Tl M“d:'“ Bigioan aRaPa BT ATR 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

N - a JF Tata Bangunan dan Perumahan Abli | P N 
] Pe: 5 C 8 o 7Ju|mum Fungsional oB 1.205.000,00 

¥ T::mk Penychatan Lingkungan Ahli 1 Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00 

T aF il yel Li hii N{:‘ ::hmk Penychatan Lingkungan Ahli B T — on 

" |uF Tehnik Penychatan Lingkungan Ahli S . 8 Jabatan Fungsional on 
| UF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madva 12 Jabatan Fungsional on 

— |JF Pembina Jasa Konstruksi Abli Muda 10 oB 

[JF Pembina Jasa Konstruksi Abli Pertamal 8 Jabatan Fungsional on 
- [JF Aualis Kebijakan Abli Madya 12 Jabutan Pungsional | OB 

| UF Aualis Kebijakan Abli Muda 10 Jabatan Fungsional | 0B 

| [ ———— | Jabatan Fungsional oB 
o i — Jabatan Pungsional on 

[ il - csa 7 _ Pelaksana oB 
- Pelnksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB. 

B Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 
I Pelaksana Kelas 4 (SMP) ) Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana on 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN [ Kepala Dinus Kependudukan dan o o 
7’ [PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil | i  Panpiian Tinggt m'mirf“ 

Sckretaris Dinas Kependudukan dan = 
__|Pencatatan Sipit 12 Jabatan S‘fllkl\lrfi.‘ ) I VOB. | 5.989.000,00 

pala Bidang Pelayanan Pendafiaran s e sl A Jabatan Strukiural oB .190.000,00 

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 9 Jabatan Struktural on 4.190.000,00 
|Kepala Bidang Pengelolaan Informasi e P s 

~|Administrasi Kependudukan s _ e otaakni o8 419900000 
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan 5 e Sl = pir— 

o Inovasi Pelavanan ) - 

KepulgSubIpmniiuny A 9 Jabatan Struktural oB 2.758.000,00 Kepegawaian E 
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktumal on 2.758.000,00 
Kepala UPTD Dinas Kependudulan da . pomsicem on p— 
Pencatatan Sipil sk 
Kepala Sub Bagian UPTD Dinas 

g Sty oB g 00 e ok s Fesialatan | | abaan Strural p | 12700000 

=17 |Jabatan Fungsional (Dampak . - 
i - Penyederhanaan Birokrasi) R o . . 

- UF Perencana Alli Muda = 10 Jabatan Fungsional oB 
[JF Administrator Databasc ; N 

ibatan F nal ol 
Kependudukan Ahli Muda 7 atiatan Pisgai B 

- - |JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 

N | Jabatan Fungsional _ B R ] 
_|JF Perencana Abli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 

- [JF Perencana Abli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
[UF Perencana Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional o 1.205.000,00 

[ [JF Administrator Databasc " 
1 Jabatan Fu al oB 2.059.000,00 

- Kependudukan Ahli Madya 1 abatan Fungon . 
UF Administrator Databasc - 9 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00 

- _|Kependudukan Alli Muda ghelon T i ’ 
JF Administrator Database . 

Jabatan Fi nal Kependudukan Abli Pertama o e | 
— = _J2. Jabatan Fungsional 

10 Jabatan Fungsior 

. — = 8 |  Jabatan Fungsional _ 

[ ~ |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.116.000,00 | 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksann oB 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana o 781.000,00 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana on 421.000,00 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB. 334.000,00 

o |DINAS KEPEMUDAAN, Kepala Dinas Kepemudaan, Olabraga dan " —— o6 | susreanndd 
OLAHRAGA DAN PARIWISATA |Pariwisata L = = % 

Sckrotaris Ditias Kepemudaan, Olahraga 12 Jabatan Struktural on 4.064.000,00 

~|Kepala Bidang Kepemuds B T 3 3 
Kepala Bidang Olahraga 1 Jabatan Struktural 
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan | Jabatan Struktural 

3 - |Kepala Bidang Pengembangan Destinasi - 7\] S | on 

) | S ~|dan Kelembagaan Pariwisata_ i ok EE 
Kepala Sub Bagian Umum dan 3 belan S OB 

9 Jabatan Struktural oB 



PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN P JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolan v N - B e o 8 Jabatan Struktural | 0B | 132500000 

o |Jabatan Fungsional (Dampak i 
. o Penyederhanaan Birokrasi) 

[JF Percncana Alili Muda = 10 Jnbatan Fungsional oB 2.223.000,00 | 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrab B} o P " B [ ey 9 | Jabatan Fungsionsl o 2.223.000,00 
JF Pranata Humas Abli Muda ° Jabatan Fungsional on 
[JF Analis Kebijakan Abli Muda 10 Jabatan Fungsional on 
JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa : 
ALl Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 

2 JF Adyatama Kepariwisataan Abli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 

e ~ |vabatan — — BN [ 
= o UF Percncana Alli Madya - 12| Jabatan Fungsional oB 

[UF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsi | os 
JF Perencana Ahli Pertama — 8 | Jabatan Fungsional | OB | 
‘,::.umm % Kewangan Fuseldan' Dactyh 1 Jabatan Fungsional oB 

" |JF Analis Kenangan Pusat dan Daemah | o e 9 Jabatan Fungsional os 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah i o B il e s 8 Jabatan Fungsionsl oB 

o UF Prauata Humas Abli Madya Jabatan Fungsional on 
- [UF Pranata Humas Abli Muda Jabatan Fungsional on 

Pranata Humas Abli Perteuna s Jabatan Fungsional oB 
Aualis Kebijakan Alli Madya 12 Jabatan Fungsional o 

o [JF Aualis Kebijakan Abli Muds 10 Jabatan Fungsional o 
JF Aualis Kebijakan Alli Pertama ) Jabatan Fungsional on 

- Adyatama Kepariwisataan Ahli Madya 12| Jabatan Fungsional oB | 2.059.000,00 
— |aF Adyatama Kepariwisataan Ahli Mudsa 10 | Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

[JF Adyatama Kepariwisataan Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

o ~|pelaksana Kelas 7 (S1) | T Pelaksana | om 
|Pelaksana Kelas 6. (D3) 3 Pelaksana oB 

- Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) a Pelaksaun on 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana o 

DINAS PENGENDALIAN Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, i o | 15 on .574. ,00 10 | NDUDUK, KB, PP DAN PA _|Kib PP dan PA o 1 Pimpinan Tinggi Pratama 10574.000, 

SekeiirtaDinas’Pen gend i Bindwiiig 12 Jabatan Strukiural on 1.061.000,00 
B _ |kB.PPdan . o . 000 

Kepath Bidang Ketusiis Hernenna das) 1 Jnbatan Struktural on 2.891.000,00 
_ |Kelnarga Sejahtera R . . 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, jabatan Strukt of 2.891.000,00 Penyuluban/ KIE dan Penggerakan B i ket B | 
Kepeld Bideng Pesncnhian Hakidgn 1 Jabatan Struktural [ 2.891.000,00 Perlindungan Anak - 
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 Jabatan Struktural on 2.891.000,00 

fi""“‘“ U B Uiy dax Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 

Kcpala Sub Bagian Keuangan Jabatan Struktural o 2.223.000,00 
Kepala UPTD Perlindungan Percmpuan Sbamn Sleviovast S 11664856,06 

|| dan Anak 
Scpalt Siibitie g TO-URTD 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 

- cre Muda 10 | Jabatan Fungsional 
[#F Pagata Kependudulieo dan Keluarg. 9 Jabatan Fungsional oB 34.000,00 - Al Muda - s 
‘}'4";:‘““"‘" Sheallays Magyarais At 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

— a = — 

B ~|9F Penyuluh Sosial A 9 " Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00 

[ B | Jabatan Fungsional } _ 
N ~|JF Perencana Al Madya 12 Jabatan Fungsional oB | 2.059.000,00 

I Percencana Abli Muda 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 | 
perencana Ahli Pertama ) Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 

Pepaia Kcpenduditkan din Keloangs n Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
Al Madya 
JF Penata Kependudukan dan Keluarga 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

| Alti Muda - . 
JJF Pefiaia Hependudikan dan Bel taigs 8 Jabatan Pungsional on 1.205.000,00 

. Al Pertama - - 2 sl 
‘”“l nggerak Swadaya Masyarakat Abli 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

o |Madva . i < 
‘:ud":““c“‘k Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 

[UF Penggerak Swadaya Masyarakat Abli & J;hm" Fungsional oB 
Pertama o e e 

= | Penyulub Sosial Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional oB 
JF Penyuluh Sosial Ahli Muda ) < 3 on 
|JF Penyuluh Sosial Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 



No PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN B Al JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
B Pelaksana B ] ] - 

o Pelaksana Kelas 7 (S1) o 7 oB | 
N Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 oB 

Pelaksana Kelas 5 (SMA) | oB 
Pelaksana 15 4 (SMP)_ - I ] _oB_ 
Peinksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 __oB 

SATUAN POLISI PAMONG B 
PRAJA, PEMADAM Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, e = 1 Pratams KEBAKARAN DAN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3% Blinpist Tinggt = o8, 30:574:000/00; 
PENYELAMATAN 

Sckrctaris Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pe jam Kel an dan Penyelamatan | 12 ‘{?bnian fif.nl.kfum.l a VOB 4.064.000,00 

1;::::‘1:] Bk Pencyeloart Vo ady 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

B Kepala Bidang Ketentraman dan T . — ol 
Ketertiban Umum 1 Jabatan Struktural OF l, 2.891.000,00 

| N Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | 11 _ Jabatan Struktural oB | 
Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan [esane o 0| Jabatn Stuktural oB 
Kepala Sub Bagian Umum dan N p————1 on 

. _|Kepegawaian = — 
Kepala Sub Bagian Perencanaan ) Jabatan Strukiuml | OB 
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural oB 
Kepala Scksi Penyelidikan dan Penyidikan| Jabatan Struktural oB 

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 9 Jabatan Struktural oB 
i [Kepala Scksi Operasi dan Pengendalian | 9 Jabatan Stuktural | OB 

- R K Jabatan Struktural oB 
9 Jabatan Struktural on 

o 9 Jabatan Struktural | OB T 
9 | Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Kepala Scksi Penanggulangan Kebakaran N R o5 T 000 
dan Penyelamatan - 2k ’ 

- ) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran 9 | Jabatan Struktural [ 1.984.000,00 
Kepala Sub Bagiau TU UFTD Peinadaun 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 

o Kebakaran B = = 

| Jabatan Fungsional (Dampalk N 
Penyederhanaan Birokrasi) 
[UF Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 | 

- [JF Analis Kebakaran Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 | 

|Jabatan Fungsional ) N i 
o UF Polisi Pamong Praja Abli Madya 11 oB 

- UF Polisi Pamong Praja Ahli Muda ) [ 
~ |ur polisi Pamong Praja Abli Pertama 8 oB 

B . JF Polisi Pamong Praja Penyelia _ Jabatan Fungsional _ oB 
Jabatan Fungsional oB 

Jabatan Fungsional oB 
e = Jabatan Fungsional oB 

- . Jabatan Fungsional _om 
[ | Jabatan Fungsional oB 

Jabatan Fungsional on 

Pelaksana Kelas 7 (S1) B Pelaksana__ oB 
B Pelaksana Kelas 6 (D3) ol Pelaksana oB 

N Pelaksana Kelas 5 (SMA) N  Pelaksana oB 
- _ Pelaksana | OB | 

— = Pelaksana 0B 

epala Dinas Ketahanan Pangan | 14 Pimpinan Tinggi Pratama_| OB _ 
B o Sckretaris Dinas Ketahanan Pangan 12 Jabatan Struktural OB 

1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
Kepala Tidang Distribus, Targa dan T Tt Skt — 2.891.000,00 
Kelembagaan Pangan o | 
Kepala Bidang Konsumsi, 
Penganckamgaman Mutu, dan Keamanan i Jabatan Struktural on 2.891.000,00 
Pangan 
Kepaln Sub Bagian Umumn dan 5 st SERHITAL on 000,00 
Perencanaan 

|Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) | 
F pller Ke g PHSAPBAR Diersic 0 Jabatan Pungsional on 2.223.000,00 

] - ~|F Analis Ketabanan Pangan Abli Muda_ Jabatan Fungsional | 0B | 
| [JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli T —— oB 

o= Muda = E = 

I [—— ~ |Jabaten Fungsional — — o — % 1 - 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah - Jehten Pungaional oB 2.059.000,00 

__|Anti Madva u 
[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah % Jabatan Pungsionsl oB 1.567.000,00 
[Ahli Muda 



PERANGKAT DAERAH 

Pelaksana 

NAMA JABATAN a5 TAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 

] X 13 I Adutia Eeamgan Pugat dun Dgerihy 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

[JF Analis Ketahanan Pangan Abli Madya 12 on 2.059.000,00 
- ~|JF Analis Ketahanan | Muda 0 abatan Fungsional _ oB 1.567.000,00 | 

UF Analis Ketahanan Pangan Abli Pertama| 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
o A S TH VA E i i o Ml:‘:’::mn“ Mutu Hasil Pertanian Ahli 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

"’d';:;“"‘ N e R 9 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00 

g 2 lasil Per i li " il s MutHasll Pertanian Abl 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 

[UF Pengawas Mutu Hasil Pertanian =N , i g 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
|JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian 5 e 3 ok 7 Jabatan Fungsional on 1.033.000,00 
[JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian - OB 8£39.000,00 

i o 

[UF Pengawas Mutu Hasil Pertanian 
Pelaksana Pemula 

Jabatan Pungsional on 

Pelaksana Kelas 7 (1) 
Pelnksana Kelas 6 (D3) 

Pelaksana 
[JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian 
Pelaksana Pemula 

[JF Pengawas Benih Tanaman Ahli 
Pertama 

Jabatan Fungsional 

Jabatan Pungsional 
| Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 

MA) 

| 334.000,00 

DINAS TANAMAN PANGAN DAN |Kepala Dinias Tanaman Pangan dan : P 
13 HORTIKULTURA g ikeult - 14 Pimpinan Tinggi Pm's,tfl oB 10.574.000,00 

Sckrotaris Dinas Tanaman Pangan dan = ST W o ACABIDED 
Hortikultura 

Kepala Bidung Tanaman Pangan 11 Jabitan Strukiural oB 2.891.000,00 
Kepala Bidang Hortikultura 1 Jabatan Strukturnl oB : 
Kepala Bidang Prasarana dan Sarmna 1" Jabatan Struktural oB 
Pertanian - - 

Kepall Sub/Bagii Y nin dag 9 Jabatan Struktural on o Percncanaan . 
Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluban| = T o5 

b Bagital TU UPID Balal 5 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 

Penyederhanann Birokrasi) . . 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacral : 

9 Jabatan Fi nal oB . 
Ahli Muda p— e ] 
‘,’4:'":?‘3'”‘"“ Muiti Hoall Pertuian ALl 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

] . " |JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda C) Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 

- UF Penyulub Pertanian Abli Muda 10 Jabatan Fungsional _ oB 1.931.000,00 
[JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 1 o 1.934.000,00 P e 10 Jabatan Fungsional oB 

) [JF Penyulub Pertanian Madya 12 "~ Jabatan Fungsional 
= — i 10 Jabatan Fungsional 

- 2 -8, Jabatan Fungsional _ 
0 i - Penyulub Pertanian Penyelia 9 | Jabatan Fungsional o 

JF Pepyuluh Pertanian Pelaksana 8 Jabatan Fungsional oB 
| B Lanjutan — . S 

|JF Penyuluh Pertanian Pelaksana 7 ~Jabatan Fungsional | OB 

Penyulub Pertanian Pelaksana Pemula s Jabatan Fungsional oB 
g g P dan Dacrah i r—— on 

= ili Madya 1 e - 
- [JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah R 

9 Jabat Fi al oB 
Ahli Muda . i = 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 8 Gahalan R on 1,208,000,00 
Ahli Pertama gl 

JF Pesfigiwns Mutt: Huall Pestaniab Al 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
Madva 
‘h’: ’:"“3"‘““" MUtit HESERestaatan ALY 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
uda 

IF Pengawas Muta Hasil Pertanian Abl 3 FEr——— - 320500000, 
Pertauna 3 ) 
JJF Pengaras Muts: Hasll Perfican 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
Penyelia . —t 

[JF Pepgewas Mutu Hasil Pertanian 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 
_ |Pelaksana Lanjutan____ N - o 

[UF Pengawas Mutu Hasil Pertanian o oB 899.000,00 

UF Pengawas Benih Tanaman Penyclia Jabatan Fungsional 
JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana 
Lanjutan 

Jabatan Fungsional 



KELAS PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 
JABATAN 

|9F Pengawas Benih Tanaman Pelaksana 6 Jabatan Fungsional _ OB | 839.000,00 
UF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana 5 Jabatan Fungsional on 700.000,00 

|Pemula e e o 
[JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian —— p 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
[ Al Madya e s B 
[JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian o F——— on ——— 

8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

7 Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 6 (D3) 3 Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 

5 Pelaksana Kelas 4 (SMP) = @ __ Pelaksana oB 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 | 3 Pelaksana oB 

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan| 11 Pimpinan Tinggi Pratama oB 

Sckretaris Dinas Perkebunan dan . Jabatin Straktinal o 4.061.000,00 I—— Peternakan e 7 i d 
~|Kepala Bidang Perkebunan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 | 

""":: Bidsing Peicrinkan dait Kescliatan 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

[Kepalh Bidang Prasarana, Sarana dan 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 o _|Penvutuban - . il 
Kepak Sub Baghiv Unitun dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 
Perencanaan 
Kepals UPTD Kebun Induk Kopi 5 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
Kepal UPTD Rumab Potoug Hewan o9 Jabotan Struktural o 1.931.000,00 
Kepala UPTD Puskeswan dan ° Struktural 034.4 
Pengembangan Termak Liwa Sie il Inene 
Kepala UPTD Puskeswan dan L e e i 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
Kepala UPTD Puskeswan dan, B Pebgembangan Termlk Getung Suian | © | Jabatan Steukdurat on 1.931.000,00 
Kepala UPTD Puskeswan dan P b Tl War T Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00 

Kepala UPTD Puskeswan dan ngembangan Teraak Lok Seinung o Jabatan Struktural on 1.934.000,00 

o Kepala UPTD Puskeswan dan [ a - 
Pengembangan Ternak Bandar Negeri 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
Suoh - . . — - 
Kepal Sub Bagian TUUFTD Kebun 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 —— | mduk Kopi a { 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Rumah - e 8 | Jebewnswukww | 0B 1.325.000,00 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan | : 
din: Pzngembunlxm Ternel Liwa 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 

Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan . i g g s g et |7  abatan Strukiural on 1.325.000,00 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskcswan o 
dan Pengembangan Ternak Gedung 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 
Surian e — 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan | = . . Pengersbangan Tormek Woy Tenong | ® | Jabstan Strleurad on 1.325.000,00 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan - 
dan Pengembangan Ternak Lumbok s Jabatan Struktural on 1.325.000,00 

| Scminung. A - — — Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan 
(dan Pengembangan Terak Bandar Negeri s Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 
Suol o L - . 
|Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) 
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacral } o el 9 Jabatan Fungsional on 2.223.000,00 

o UF Pengawas Benih Tanaman ALl Muda 5 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 
P P Mt Heall Rl Al N et Frasgatonal on PR, 

e H AT A 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

N ) Jabatan Fungsional | OB | 1.934.000,C 
UK Pengawas Alat dan Mesin Pertanian = 
Al Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

|JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 

- Ahli Madya 1 
[JF Medik Veteriner Ahli Muda B ) 
[JF Medik Veteriner Ahli Pertama 8 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrali P 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
::;Lli\;x:‘llfinkflmnw Pusat dan Dacrah o Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

m::‘;::‘"“""“‘ Pt dan Dagnll B Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

F Pengawas Benib Tanaman Ahli Madya 1 Jabatan Pungsional 
= ___IJF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 9 | Jabatan Fungsional < 



NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Ji TAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 

OF Pengawas Benih Tanaman ARl } - 
ertama______ o 8 | ,,thfjnu,h‘?gjm“:d, oB e 7I.K)5.000,007 

JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia 8 Jabatan Fungsional OB | 1.205.000,00 
TR B S Pelsousia 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 
Laniutan e . - =, B E— _— 
UF Pengawas Benih Tanaman Pelaksann 3 Jabatan Fungsional on 839.000,00 
g:;‘"w‘ il Tenamen Pelaksana g Jabatan Fungsional oB 700.000,00 
"l‘l:‘l:::gnwns Mutu Hasil Pertanian Ahli 1 Jabatan B ional oB 2.059.000,00 

‘h’;uz"‘“"“’”‘ e 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
[JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli B 

8 Jabatan Fungs 1} OB 1.205.000,00 jabatan Fungsional 
[JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian S Sabatian Fangeional = 3.208.000,00 
Penyelia 
I Pengawas Mutu Hasil Pertanian I i 7 Jabatan Fungsional | 0B 1.033.000,00 

- ‘;:h'::::m Muty, ”i“i Ecreenten 6| sbatan Fungsional oB 539.000,00 

¥ Pelagsisvan Mutii:Hesil Pertauin s Jabatan Fungsional oB 700.000,00 

] 12 Jabatan Fungsional on 2.059.000,00 

. 10 Jabatan Pungsional L 0, 

[JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli - e e 8 fabntan I’lmgsianal | 

o [JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Madya | 11 Jabatan Fungsional 
B JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional | 
- UF Pengawas Bibit Tenak Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

|JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian , N " . el i 12 Jabaten Fungsional 
|JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian " 

0 Ji A 1 jabatan Fungsional 

[UF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian " 
1 P 8 Jabatan Fungsional 

|UF Penyuluh Pertanian Madya 

- . |JFPenyuluh Pertanian Muda 
UF Penyulub Pertanian Pertama 
UF Penyuluh Pertanian Penyelia 
[JF Penyuluh Pertanian Pelaksana 

Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional oB 205.000,00 | 
Jabatan Fungsional OB | 1.567.000,00 

Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
— Lanjutan 

JF Penyuluh Pertanian Pelaksana | Jabaian Fungsional | OB |  1.033.000,00 
[UF Penyulub Pertanian Pelaksana Pemula 5 Jabatan Pungsional oB 700.000,00 

. o Pelaksana o 
[ Pelaksana Kelas 7 (S1) - 7. Pelaksana on 

- Pelaksana Kelas 6 (D3) G — Pelaksana | o | 0 | 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksan oB 781.000,00 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana oB 421.000,00 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00 

15 [DINAS PERIKANAN | Kepala Dinas Perikanan e Pimpinan Tinggi Pratama | OB 10.574.000,00 | 
Sckretaris Dinas Perikanan 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00 

= - Kepala Bidang Perikanan Tangkap 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 | 
Kepala Bidang Pengawasan Pengolahan ; 

=5 | Qs Peisaairen sl Pesilcansn 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

B Kepala Bidang Perikanan Budidaya 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
o Kasubbag Umum dan Perence — 9 Jabatan Struktural on 2.223.000,00 

Kepala UPTD Budidaya tkan 9 Jdabatan Struktural on 1.934.000,00 
Kepals UPTD Kawasan Perniran Unium 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
:;'fi‘:"‘ 05 Bapin TU UFTD Budilags 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 

epea Sk Bl TV UHID Kineas: 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 
- - Perairan Umum 

~ |Jabatan Fungsional (Dampak 
~ |Penyederhanaan Birokrasi) = 

UF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah . R o Jaba ol 223.000,00 I s i o 9 abatan Fungsional B 2300000 

/% Pengelola Produled Pertkanan Thngkag 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 
Ahli Muda ] 

R | |9 | Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

— |- o :m'k"'hmn t dan Dacrah E - nalis Keuangan Pusat dan Dacra S— - S — 
__|AnliMadya o e e " . 

‘}’: "‘:‘: KensuiganPusat dan Daeealy 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 
|Abti Muda 
[UF Aualis Keuangan Pusat dan Dacrah P ARG y— _— 1.205:000,00 

. Ahli Pertama . . - 
¥ Pespeiblicbioduiel Perliura Tughap 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
[Ali Madya 
JF Pengelol Produksi Perikanan Tangkap - e —— B 
Ahli Muda 

B JF I."(*Pl:gclula Produksi Perikanan Tangkap) 5 iiinioe, Pangaional o 

- UF Penyulub Perikanan Alli Madya 1 Jabatan Fungsional on 
[UF Penyulub Perikanan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional | OB 



NOo JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 

I 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00 
8 | Jabatan Fungsional | OB |  1.205.000,00 

N 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 
[ ] __|JF Penyuluh Perikanan Pelaksana 6 | Jabatan Fungsional oB 839.000,00 

JF Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemulal 5 Jabatan l‘nugsmnal oB 700.000,00 

[JF Pengawas Perikanan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsion | on 2.059.000,00 
— |9F Pengawas Perikanan Abli Muda 10| Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

R claksana E puc 
B | Pelaksana Kelas 7 (51) 7 "~ Pelaksana 
e e o 5] o Pelaksana . 

- N 5 iksa 781.000,00 
N leuksans Kelns 4 (SMP) a Pelaksana 421.000,00 

- s Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) a Pelaksana 334.000,00 

16 [MASYARAKAT DAN dh;n““kpc e "m'b:‘:"y“" asyarakat 14 Pimpinan Tinggi Pratama on 10.574.000,00 
[PEMERINTAHAN PEKON i e TtALE Pekony L 

Sckrctaris Dinas Pemberdayann § 
Masyarakat dan Pemerintahan Pekon A2 o Bttt or aheson00 
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

o [dan Kelembogaan Pekon o e it 
Kepala Bidang Penataan dan Kerjosama |y Jabatan Struktural 

— _ |Pekon L 0 S . 
= 11 Jabatan Struktural 

9 Jabatan Struktural 

| ~|Kepala Sub Bagian Kenanga 9 | Jabatan Struktural ol 

~ |Jabatan Fungsional (Dampak o o a o 
. _|Penyederhanaan Birolkrasi) i 

:fl‘;-:l’Z"Wk Paadays Maya R AR 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

| Jabatan Fungsional | - - o 
[ P: ;‘“’"‘k Shwadays Maspamal ANl 11 Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00 

‘::u:‘n““‘“‘" Swaiiya Masyaraldt A 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

P Penggsealt Sivedl oy Musyariknt Alili 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
- _ |Pertama s N 

Pelaksana Kelas 6 (D3) 
|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 Pimpinan Tinggi Pratama_ 
o Sckretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 Jabatan Struktural 

Kepala Bidang Pengelolaan dan X 
11 J Struktural 

Pengendalian Lingkungan Hidup Aehatsi 
[Kepala Bidang Kebersihan 11 Jabatan Struktural 

- Kepala Bidang Pertamanan — 11 Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian Umum dan ———— 

[ Perencanaan 
— = Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural 

Kepala UPTD Pengelolaan Akhir Sampah 9 Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan N aBEIeTSHnerell 

g [ Akhir Sampah s = 

 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 10 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 
Muda_ - - 
JF Pengawas Lingkungan Hidup ARl Y . ——— = T 
|Muda = 

C |Jabatan Fungsional ) 

IR Pebgeidati Danpak I‘lngk““m" ’\ i 12 Jabatan Fungsional osB 2.059.000,00 
Madva 
"J;IE;"“‘"""“" Danspak Linglungen ALl 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

[JF Pengendali Dampak Lingkungan Al F S i Risnguitnal — 1 905.000,00. 
B Pertama - - 

"’L‘f“fi‘“’” Lingloingan: Hidup AUl 1 Jabatan Fungsional on 2.059.000,00 
N va = ; - 

"": Udl’:nwus Lingkungan Hidup Abli 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

[JF Pengawas Lingkungan Hidup Abli 8 Jabatan Pungsional oB 1.205.000,00 
. Pertama i = 

‘}’\L""::‘I“ Kelola Penychatan Lingkungan 12 Jabatan Pungsional on 2.059.000,00 

JF Penata Kelol Penyehatan Linglomgan | 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 
[Ahli Muda - — - - 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Fnrrers'® JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
[JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan " N Pl ’ - 8  Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 

Pelaksana Kelas 7 (S1) 7| Pelaksana 
~ |Pelaksana Kelas 6 (03) 6 _ pclaksana | 

Pelaksana Kelas 5 (SMA) 3 Pelaksana 
Pelaksana Kelas 1 (SMP) a Pelaksana 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 

DINAS PENANAMAN MODAL  |Kepaks Dinas Penanaman Modal dan - 3 st o v " om Pimpinan Tinggi Pratama B 11.178.000,00 

s"“m:"”“ R 12 Jabatan Struktural oB 4.173.000,00 
¥ - — —I — . 
:""" Sub Bagien T dan o Jabatan Struktural on 2.505.000,00 

~ |F Anatis Ahli Madya 12 “Jabatan Fungsional | OB |  3.116.000,00 
DF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 2.223.000,00 | 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah T B 2505 i Rt s 9 Jabatan Fungsional o 2:505.000,00 
;;Fl 'dl\:anr Manajemen Mutu Industri Ahli 9 [P Tm— o8 ——— 

| Jabatan Fungsional 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah ) 
[Alili Madya 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacral ” 
Ahli Muda 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah = 
|Abli Pertama 
[UF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 

- [JF Analis Kebijakan Ahli Muda _ 10 
- __|JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 

o [JF Penata Perizinan Ahli Madya 12 
|.JF Penata Perizinan Ahli Muda 10 

. N |JF Penata Perizinan Abli Pertama 8 
[UF Penata Keloka Penanaman Modal ARl || 

. Madva , 
[JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli ® 

~ Muda 
[JF Penata Keloka Penanaman Modal Ahli - 
Pertama 

Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 
Pelaksana Kelas 6 (D3) o 3 Pelaksana —oB 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) o 5 Pelaksana oB 

| Pelaksana Kelas 4 (SMP} 4 Pelaksana oB 
| Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)_ 3 Pelaksana oB 

19 |DINAS SOSIAL B i 14 0B | 10.574.000,00 | 
= aris = o ) oB 4.064.000,00 

SMK"“: Biimig Perettmguedndaniean] - Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 Jabatan Struktural oB | 0 
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan N = = e e Jabatan Struktural oB 2:891.000,00 

:m“’"h b it e dae 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 

Jabatan Fungsional (Dampak 
[Penyederhanaan Birokrasi) 
m /_\mmd.nummgpn Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00 

JF Peuyulul Sosial Alli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B | 1.931.000,00 
- - 9 __Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00 

9 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 

. ) |JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah e 
3y DI Py ey 1| Jabaan Fungsional on 

JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah ” 
= .. [Ahli Muda . | eeechideony | 08 

[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah - | 8 Jabatan Fungsional oB 
| LJF Penyuluh Sosial Ahli Madya n _Jabatan Pnnpmml on 

o lJF Penyuluh Sosial Al R ) on 
LJF Penyuluh Sosial Abli Pertama 8 Jabatan w-nwu on 
[JF Pekeria Sosial Ahli Madya " Jabatan Fungsional on 
|JF Pekerja Sosial Mllx Mnllu 9 Jabatan Fu sional oB 

i [ " |oF Pekeria Sosial Fungsional | OB__| 
[JF Penggerak Swadaya M_ymxm Auii | RO ——— o8 

-’J‘F Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli ®. e — o8 

o * |oF Penggerk Swadaya Masyarkat Ani | | = | o8 
_|Pertama 

Jabatan Fungsional 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN SARATAS JENIS JABATAN SATUAN 
I JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 

- | JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 
- JF Perencana Ahli Pertama = 8 Jabatan Fungsional on 

- T Psikolog Klinis Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional on 
JF Psikolog Klinis Ahli Muda B 9 on 
JF Psikolog Klinis Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 00,00 | 
UF Pranata Komputer Ahli Madya i Jabatan Fungsional on .059.000,00 
[JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

[JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

Pelaksana - B ] 
~ |Pelaksana Kelas 7 (51) 7 

] e Pelaksana Kelas 6 (D3) 3 
~|Pelaksana Kelas 5 (SMA} 5 

— — |Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 
| Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) | s 

Kepala Dinas Perhubungan 14 Pimpinan Tinggi Pratama 
Sckretaris Dinas Perhubungan 12 Jabatan Struktural 
Kepala Bidang Lalu Lintas 1 Jabatan Struktural 
Kepala Bidang Teknik Sarana dan it i Gt 
Prasarana 
fim‘:’:‘ Auglataniden 1 Jabatan Struktural 

Kepala Sub Bagian Umum dan & Sibatan Strakiomal 
Perencanaan 

— Kepala Sub Bagian Keuangau 9 Jabatan Struktural 
o Kepala Scksi Manajemen Lalu Lintas 9o Jabatan Struktural | 

| Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas. 9 | Jabatan Struktumal 
— DS Kl o 9 | Jabatan Struktural | 
a Kepala Seksi Teknik Prasarana 9 Jabatan Struktural 

(- . Kepala Seksi Angkutan Penumpang 9 Jabatan Struktural 
NN Kepala Scksi Angkutan Barang ° Jabatan Struktural 

Jabatan Fungsional (Dampak 
|Penyederhanaan Birokrasi) 
[JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.931.000,00 

- |Jabatan Fungsional 
JF Analis Kebijakan Alli Madya 2.059.000,00 | 
[JF Aualis Kebijakan Abli Muda 1.567.000,00 

|JF Perencana Ahli Muda 
lJF Perencana Ahli Pertama 
[JF Pranata Komputer Ahli Madya 

Jabatan Fungsional OB 

Jabatan 
_Jabatan Fungsional _ 

e Pra r Ahli . et Jabatan Fungsional | 
[JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

Pelaksana ] 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 4 Pelaksana oB 1.146.000,00 

- Pelaksana Kelas 6 (D3) R Pelaksana oB 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00 

N - Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00 
— Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 | Pelaksana oB 334.000,00 | 

21 m'f;::’fm DAN 1}:;:.:;::5“ Kl 14 Pimpinan Tinggl Prataa 0B | 10.574.000,00 
- Sekretaris Kominfo . 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00 | 

;’r‘; Bidang Komimikagl de Infonssl 1n Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
Kepala Bidang Aplikasi Informatika 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
epala Bidang Statistik dan Persandian 1 Jsbatan Struktural o 3.059.000,00 
B Sup B Ut din 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 
Perencanaan 

Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 

|Jabatan Fungsional (Dampak 
L Penyederhanaan Birokrasi) 

- [UF Pranata Humas Abli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 
o N [JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 ~ Jabatan Fungsional oB 
o N JF Statistisi Abli Muda Jabatan Fungsional oB 

N |JF Sandiman Ahli Muda . Jabatan Fungsional oB 

| ~ |Jsvaten Fuogstomal N 5 
s JF Pranata Humas Ahli Madya 1 _Jabatan Fungsional | OB 

_|JF Pranata Humas Abli Muda 9 Jabatan Fungsional on 
—|uF Pranata Humas Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 

UF Manggala Informatika Ahli Madya 12 oB 
JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 oB 

U Manggala Informatika Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 
o Jabatan Fungsional oB 
F Jabatan Fungsional oB 

_ Jabatan Fungsional | OB 
- Jabatan Fungsional | OB 

| - Jabatan Fungsional 0B 
B Jabatan Fungsional oB | 
it |JF Pranata Komputer Abli Madya 1 Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00 
—— s [JF Pranata Komputer Abli Muda 9 ~ Jabatan Fungsional oB. 1.567.000,00 | 

JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 



PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN e JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 

o - Pelaksana N T 
Pelnksana Kelas 7 (S1) — | = Pelaksana oB 

~|Pelaksana Kelas 6 (D3) o | Pelaksana oB 
o Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana on_ 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD] 3 Pelaksana oB 

[DINAS PERPUSTAKAAN DAN [Kepaks Dinas Perpustakim dan —— Erped iz fope 14 Pimpinan Tinggi Pratama | OB | 10.574.000,00 

PekiEtacts Dings Penpiostalast dan 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00 Kearsipan - i it 
Kepala Bidang Layanan Perpustakaan 7 
[dan Pembudayaan Gemar Membaca M debwandrdougd | OB | 

— |Kepala Bidang Kearsipan 1 Jabatan Struktural | OB 
Kepala Bidang Pengembangan Kolcksi, 

Jab - |Pengotah dan Alih Media B il B L T 
Kepala Sub Bagian Umum dan 5 T o8 
Perencanaan trakual 

Penyederhanaan Birokrasi) et - B 
|JF Analis Ke 1S " 

4 Hepasies Ronelids Biscaan 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00 Abli Muda . e B 
JF Pustakawan Abli Muda 9 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00 
JF Arsiparis Abli Muda 9 Jabatan Fungsional o 1.934.000,00 

|Jabatan Fungsional - I B 
[JF Analis Keuangan Pusal dan Dacrul: - y biitee 1 Jabatan Fungsional oB 

JF Aualis Keuangan Pusat dan Dacrah . 
|l Muda S N ‘L e 7-1:“’?7'-"" Fungsional 70"77 

lJF Analis Keuangan Pusat dan Dacral 7 ok ———y 8 Jabatan Pusgsional on 

. Pus 0 Abli Madya - 11| Jabatan Fungsional on 
B "~ |uF Pustakawan Ahli Muda  Jabatan Fungsional oB 

|JF Pustakawan Ahli Pertama — Fungsional | 0B 
| . Jabatan Fungsional | 0B 

J on 
JF Pustakawan Termpil N Jabatan Pungsional on 
JF Arsiparis Abli Madya 11 Jabutan Fungsional on 
UF Arsiparis Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional on 
[JF Arsiparis Abli Pertana s Jabatan Fungsional oB 
UF Arsiparis Penyelia 8 Jabatan Fungsional o 

o U Arsiparis Mabir 7 Jabatan Fungsi oB 
B JF Arsiparis Terampil o | oB 

~ |pelaksana i B 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 oB 

- Pelaksana Kelas 6 (D3) e oB 
— Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 oB 

| Pelaksana Kelas 4 (sMPy 4 on 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana on 

Kepale Diul Kopeiaed, URN dan. 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00 Perdagangan 
Sckretaris Dinas Koperasi, UKM dan = b Biroatam 7 TR 
Perdagangan 
Reghl Bitang Koperast den-Usta Kot n Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 Menengah OB | 2891.00000] 
Kcpala Bidang Perdagangan ST Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00 
Kepala Bidang Pengelolaan dan 

B St . X Fw me— B 1 Jabatan Struktural o 2891.000,00 | 

KepalaSab. Baglin Utatim dan. Jnbatan Struktural on 
= ~ |Kepegawaian _ = L —— = e e 

o Sub Bagian Keuangan oB 
Kepala UPTD Perkuatan Permodalan N pr— on 

- |Koperasidan ukm o L e | | 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Perkuatan 
Permodalan Koperasi dan UKM & debatan Stnkiual o8 
Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Y ° Jabatan Struktural oB 

N ‘erpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM " 
pala Sub Bagian TU UPTD Pusat 

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi 8 Jabatan Struktural oB 
i [dan UMKM 

N 

[Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) 

o [JF Perencana Alli Muda 10 | Jabatan Fungsional oB 
~|UF Pengawas Koperasi Abli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 

}J“u:‘\:snr ‘Manajemen Mutu Industri Abli 9 Jabatan Fungsional oB 

- ~|UF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda 10 | Jabatan Fungsional oB 
JF Penyulub Perindustrian dan & et Pk o . 

S Perdagangan Ahli Muda o : il =l 2 
Pengawas Kemetrologian Abli Murda 9 | Jabatan Fungsional | 0B 1.934.000,00 

Uk Fenseloia Rengrclaim. Bario g anniasa 10 Jabatan Pungsional oB 1.934.000,00 
- Abli Muda e o 

B 13 atan Fungsional | OB 



KELAS JAReEAl JENIS JABATAN SATUAN 
Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional 

__Jabatan Fungsional 
| Jabatan Fungsios 

nNO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN 

OF Perencana Alli Muda 
UF Perencana Ahli Pertama 
JF Analis Perdagangan Ahli Madya 

__|JF Analis Perdagangan Ahli Muda 
UF Analis Perdagangan Ahli Pertama 
UF Pengawas Koperasi Ahli Madya 
[JF Pengawas Koperasi Abli Muda_ Jabatan Fungsional 

o ¥ Penginwas Koperasi Abli Pertana Jabatan Fungsional 
i B Jabatan Fungsion: 

[JF Pengawas Kemetrologian Abli Muda ~ Jabatan Fungsional _ 
JF Pengavas Kemetrologian Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

| [JF Penera Ahli Madya 11 | Jabatan Fungsional 
JF Penera Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 
JF Penera Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 
UF Penera Penyelia 8 Jabatan Fungsional 
[JF Pencra Mahir 7 Jabatan Fungsional 

~|JF Pener Termpil 6 Jabatan Fungsional 
JF Penyuluh Perindustrian dan i 
Perdagangan Ahli Madya 1 S R 
JF Penyulul Perindustrian dan ; 9 d 1 Perdagangan Ahli Muda Jahatan Fumgeiond 
UF Penyuluh Perindustrian dan . i i 8 Jabatan Fungsional B 1.205.000,00 

‘:":;:"_"’""’“““ BTk AR AR 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

T PERRIENGE KA St AN 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 

Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 oB 1.146.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 oB 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 oB 781.000,00 

| _|Pelaksana Kelas 4 (sMP) 4 oB 421.000,00 
o . _ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) B o 334.000,00 

24 |PINAS TENAGA KERJA DAN  [Kcpala Dinas Tenaga Kerja dan - Pl sl Py = 10.574.00000 
PERINDUSTRIAN Perindustrian ] e | 

Selrgganis DitwaTenigy Keadan 12 Jnbatan Struktural oB 4.064.000,00 
Perindustrian 

Kepala Bidang Pencmpatan Tenagn Kerja " Jabatan Struktural OB 2.891.000,00 
- - Kepala Bidang Pelatihan dan | -~ L e ke Kt Jabatan Struktural oB 2:891.000,00 | 

e — _ |Kepala Bidang Perindustrian i 7 O] 1.000,00 
Kepalh Sub Bagian Umum dan o Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 Perencansaan . L , 
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural _ oB 2.223.000,00 
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
Kepala Sub Bagian TU UPTD Balni g e sy 8 Jabatan Struktural on 1:325.000,00 

|Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) 

B UF Instruktur Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00 
“I‘I‘l ::dmmr Hubungan [ndustrial Ahli 16 dabatan Pungsional o8 TR0 

N o o [JF Pengantar Kerja / —oB_ 1.934.000,00 | 
[JF Penyulub Perindustrian dan = 10B4500.00 
Perdagangan Ahli Muda 

[UF Instruktur Abli Madya_ 
= o UF Instruktur ALl Muda 10 _ Jabatan Fungsional _ 
C UF Instruktur Abli Per 8 _ Jabatan Fungsional 

“‘L‘M"”""" Hubungan 12 Jabatan Fungsional 
::‘ ::.Ilmnrlinhnngnn Industrial Ahli e [P o 

| JF Mediator Hubungan Industrial Ahli . h 8 o Bty Jabatan Fungsional oB 
[JF Pengantar Kerja Ahli Madya 12 __Jabatan Fungsional | OB, 
JF Pengantar Kerja Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 
JF Pengantar Kerja Abli Pertama 8 | Jabatan Fungsio _oB 
JF Penyulub Perindustrian dan T I Al Madvn uo Jabatan Fangsional oB 
LIF Penyuluh Perindustrian dan — 

v ol Perdagangan Ahli Muda y B - | AH | 
LK Penyulub Perindustrian dan & dsioston Pangaions] o 
Perdagangan Abli Pertama 

Pelaksana 
laksana Kelas 7 (S1) oB 

Pelaksana Kelas 6 (D3) oB 
- Pelaksana Kelas 5 (SMA) oB 

i Pelaksana Kelas 4 (SMP) oB 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) oB 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN P parll JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 

25 ;‘m‘n““ " Kepala Badan Keuangan dan Aset Dacrah 11 Pimpinan Tinggi Pratama oB 16.511.000,00 

b A e 12 Jabatan Struktural oB 5.989.000,00 
B _|Kepala Bidang Anggaran T Jabatan Struktural | OB | 4.190.000,00 | 

e o Kepala Bidang Perbendaharaan N T _Jabatan Struktural oB 4.190.000,00 
Kepnla Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1 Jabatan Struktural oB .190.000,00 
Kepala Bidang B 1 Jabtan Strukiural oB 4.190.000,00 
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian 9 Jabatan Struktural oB 2.758.000,00 

Kepala Sub Bidang Inventarisasi Jabatan Struktural o 2.701.000,00 Penatausalian BMD. i " 2701 
Kepaje:Sab Bliang Pengeadatan Baven 9 Jabatan Struktural on 2.701.000,00 Milik Dacrah 

9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00 Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

~[Kepala Sub Bidang Pea 
Kepala Sub Bidang Belania oB 
[Kepafa Sub Bidlang Peogeloion: Kes 9 Jabatan Struktural oB 

= = Daerah - = e 
| - Kepala Sub Bidang Akuntansi ) Jabatan Struktural on 

|Kepala Sub Bidang Pelaporan ) Jabatan Struktural oB 

A o 10 Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00 | 
[JF Analis Keuangan Pu - P S M ks oo et e Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah . of 2701, Al Jabatan Fungsional B 2.701.000,00 

I JF Penitai Pemerintahi Abli Muda 0 Jabatan Fungsional OB | 2701.000,00 

SR Jabatan Fungsional T | 
|JF Perencana Ahli Madya 12| Jabatan Fungsional | OB 

= B LA Muda 10 Jabatan Fungsional oB 
. o ‘ore Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB 

[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah B ] | b Madvm N 11 Jahau?n Fungsional oB 

[JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah . P Ay 9 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah N E—— of 

| o N M 12 __Jabatan Fungsional ~_oB 
— |UF Penilai Pemerinta Alli Mudsa 10 Jabatan Fungsional on 

UF Penilai Pemerintah Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 
UF Pranata Komputer Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional oB 

= JF Pranata Komputer Ahli Muda 8 Jabatan Fungsional oB 

| UF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 

] [— Pelaksana e - 
- Pelaksana Kelas 7 (S1) - 

sana Ke ) 
_ [Pelaksana Kelas 5 (SMA) 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 

Pimpinan Tinggi Pratama oB 
et & . _ Jabatan Struktural oB 189.000,00 

Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan 1 Jabatan Struktural on 4.190.000,00 
Kepala Bidang Penctapan dan Penagihan > = Kyt n Jabatan Struktural oB .190.000.00 
Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan 
Pengembangan Pajak Dacrah dan 11 Jabatan Struktural on 4.190.000,00 
Retribusi Dacrah — 
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian 9 Jabatan Struktural on 2.758.000,00 
Kepala Sub Bidang Pelayanan dan i e i a Jabatan Struktural oB 2.701.000,00 
Kepala Sub Bidang Pendataan dan o ke Sk Lk i) Dacaty o Jabatan Struktural oB 270100000 

:‘;’“’"‘mls“” Bidang Penctapan Pajak 9 Jabatan Struktural on 2.701.000,00 

D“":‘hmls“b Bitany Fersighun Pak 9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00 
h Kepala Sub Bidang Monitoring dan n - B 

Evaluasi Pajak Dacrah dan Retribusi @ Jabatan Struktural on 2.701.000,00 
- - Daerah N i 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak . . 
liy § tural OF 3 N B Dt s Rt Do, Jdabatan Struk 3 2701.000,00 

~ |Jabatan Fungsional (Dampak =" | 
e —— [Penyederhanaan Birokrasi) |  [I— E— 

| - |JF Perencana Ahli Muda 3 10 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah < 

B Abli Muda (sub Koordinato) | 7 R ol 
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah —_ 

Ja 0B 2.701.000,00 s oy 9 Jabatan Fungsional 01.000, 

[Jabatan Fungsional 
[UF Perencana Ahli Madya - 12 —Jabatan Fungsioual oB 
[JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 



NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 

L [JF Perencana Abl Pertama_ 8 ~ Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 
P Ariaia Keoungad Pusat dai Raviah n Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

- _|Ahli Madya S - —— R 1 
[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah S 

Jabatan I nal ol .567. Anli Muda 9 S Rl B 1.567.000,00 

[JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 5 Jabatan Fungsional o8 T208060,00 
Abli Pertama 

" |uF Pranata Komputer Ahli Madya 1 Jabatan Pungsional ~ 0B | 2.059.000,00 
S |JF Pranata Komputer Ahti Muda ) Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 

|JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 | 

Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 

 |Petaksana Ketas 6 (03) 
pelaksana Kelas 5 (SMA) 
|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 
|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 

Kepala BAPPEDA 
|Sckretaris BAPPEDA 

Kepala Bidang Perencanaan, i i A e SR 1" Jabatan Struktural on 4.190.000,00 

Kepala Bidamg Fisik o 1 Jabatan Struktural on 4.190.000,00 
Kepala Bidang Perckonomian dan Kesm 1n Jabatan Struktural on 1.190.000,00 | 
epeliSdb Bagien Pessocinann, Ui 9 Jabatan Struktural oB 2.758.000,00 dan Kepegawaian 

- Kepuks Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural OB | 2758.000,00 

~ |Jabatan Fungsional (Dampak B 
. _|Penyederhanaen Birokras) . . 

UF Perencana Abli Muda T B tan Fungsion: ~oB 2.701.000,00 
|| JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 tan Fungsion oB 

[ — o T2 Jabatan Fungsional |« 
10 _ Jabatan Fungsional 
8 Jabatan Fungsional 

JF Aualis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 
[JF Anais Kebijakan Ahli Muda T Jabatan Fungsional 
| JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

o - Pelaksana - - - 
- Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 ~ Pelaksana N 

~|Pelaksana Kelas 6 (D: 3 ~ Pelaksana 
- [ das 5 (SMA) 5 Pelaksana N 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4| Pelaksana g 
~ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (sD) 3 Pelaksana os | 

;\;:?: Badan Kesatuan Bangsa dan G Pitnpinan Tinggh g PP 

Sekretaris Badan Kesat s " P R = [rrS—— P 40631000,00 

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan - o 
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

= Sosial, Budava, Agama . 
Kepals Bidang Politik Dalam Neger dan 4 
o1 isasi Ki i i 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional . 
| o Besineana Kok 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00 

Kepalh Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 
(epegawaian 

|Jabatan Fungsional (Dampak 
Penyederhanaan Birokrasi) 
UF Perencana Ahli Muda 
|JF Analis Kebijakan Ahli Muda 

Jabatan Fungsional 
Jabatan P nal 

. 12| Jabatan Fungsional 
- = 10 Jabatan Fungsional 

[JF Perencana Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional 
[JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 
U Analis Kebijakan Ahli Muds 10 Jabatan Fungsional 
UK Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 

7 Pelaksana 

- Pelaksana Kelas 5 (SMA) 3 
. . Pelaksana Kelas 4 (SMP) a — 

2 Kelas 3 dan 1 (SD) 3 - 

[BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
29 [PENGEMBANGAN SUMBER  (Kepala BKPSDM 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00 

DAYA MANUSIA 
Sckrctaris BKPSDM 12| Jabatan Struktural 4.064.000,00 
Kepala Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 



KELAS NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Pl JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 

Kepaiw Bidang Mugsl, Protages 4y " Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 Penilaian Kincria 
Hepash Blaxig Cengedann Fexiherhtntan 1" Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 dan Informasi 
BRI Bty RagliaIY sy AT 9 Jabatan Struktural o 2.223.000,00 Perencanaan o 
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 

Jabatan Fungsional (Dampak 
B _ |penyederhanaan Birokrasi) - o S S S 

UF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur] 
0 plpey 1 T on 

¥ Analis Kebijakan Alli Muda 10 Jabatan Fungsional on 

— A 12 Jabatan Fungsional oB | 
10 Jabatan Fungsional oB 

UF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur] ) " N el sy 12 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur| e = 
ARl Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 

JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur| - A i 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00 
[JF Pranata Sumber Daya Manusia - ; e e 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 

7 Jabatan Fungsional oB 
e S — " |JF Pranata Sumber Daya Manusia e 1 | R = || o 

= | Aparatur Terampil L ‘b Brgekiel 98 
LIF Per ke 12 abatan Fungsional on 

T [JF Perencana Ahli Muda 10 —Jabatan Fungsional oB 
¥ Perencana Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 
[JF Analis Pengembangan Kompetensi AL e aiiaia Pt & 

Jabatan Fungsional oB 
) — ok Aljahu F:ngcnfbunuml Kompetensi Ahli . e 

UF Pranata Komputer Ahli Madya o oB 
UF Pranata Komputer Ahli Muda ) Fur oB_ 
JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fumgsional oB 

Pelaksana Kelns 7 (S1) 7 Pelaksana on 
S HE |Pelaksana Kelas 6 (D3) N 6 Pelaksana on 

Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 
— Pelaksana Kelas 4 (SMP) L] 4 Pelaksana on 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 

30 |BADAN RISET DAN INOVASI |,/ \1y Badan Risct dan Inovasi Dacrah 1 |’|mpmnn Tinggi Pratama on 
o | Sekrctaris Badan Risct dan novasi = wm 1 on i 12 Jabatan Struktural | 0B 

Kepala Sub Bagian Umum dan z | e o abatan Stroktural o | 222300000 
s i Kepala UPTD Kebun Raya Liwa 9 Jabatan Struktural oB_ 1.934.000,00 

t;n”“" Sub Bagian TU UPTD Kebun Raya 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00 

|Jabatan Fungsional (Dampak 
| - Penyederhanaan Birokrasi) 

[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah ) Anil bda, 9 Jabatan Fungsional | 
A vy UF Pencliti Abli Mudi o Jabatan Pungsional 

— |UF Perckayasa Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 
JF Analis Pemanfaatan IPTEK Abli Muda ) Jabatan Fungsional ¥ 
JF Aualis Data lmish Ahli Muda 9 Jubatan Fungsional on 1.931.000,00 

T luv penata Pencrbitan lmiah Abli Muda 9 Jabatan Fungsional —on 1.934.000,00 

] |Jabatan L 
[JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah e i Hadta 1 Jabatan Fungsional on 
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah . 9 . Al Muda N Jabatan Fungsional oB 

JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah et i 8 Jabatan Fungsional on 
JF Pencliti Ahli Madya Jabatan Pungsional os | 

e | JF Peneliti Anli Muda 3 Jabatan Fungsional oB 
o] UF Pencliti Abli Pertama - & _Jabatan Fungsional on. 
] [ — —|UF Perckayasa Abli Madya e - —Jabat: ngsional _ oB | 
| UF Perekayasa Ahli Muda Jabatan Fungsional oB 

UK Perckayasa Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 

UF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya " Jabatan Fungsional oB 
il 5 g ~|9F Analis Pemantaatan 17 9 Jabatan Fungsional oB 

JF Analis Pemanfaatan |PTE) 8 Jabatan Fungsional oB 

-} o o Pertama S——— it i - = 
UF Analis Data (miah Abli Madya 1 on 2.059.000,00 

| _|9F Analis Data llmiah Abli Muda 9 on 1.567.000,00 
[JF Analis Data limiah Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 



KELAS NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN B el JENIS JABATAN SATUAN 
—_|JF Penata Pencrbita h Ah [ 11 | Jabatan Fungsional —oB 

JF Penata Penerbitan limiah Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional on 
UF Penata Pencrbitan limiah Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 

A Pelaksana o 
| Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00 

Pelaksana Kelas 6 (D3) o Pelaksana o 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3  Pelaksana oB 

., |BADAN PENANGGULANGAN  |Kcpala Badan Penanggulangan Bencana | | — e - B s e A i " Pimpinan Tinggi Pratama os | 10574.000,00 
Sekrctaris Badan Penanggulangan ) 7 - e Dt 12  Jnbatan Strukiural on 1061.000,00 

Kepala Pidiiy Petionijalian dac 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 Kesiapsigaan il sar 
|Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 _ Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00 | 

Kepala Bidang Rebahilitant den 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 Rekonsir elizai 
KEPal S0 Hagan Unsiut dun 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00 
Kepegawaian — . | 

| Jabatan Fungsional (Dampak e 
[Penyederhanaan Birokrasi) - | 
UF Perencana Alli Muda 10 Jabatan Fungsional on 2.225.000,00 
JF Analis Keuangan Pusal dan Dacrali : 

Fi 2.223.4 e 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00 

ey reonglangan Bnosnai il 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 
[JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa ) . i Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 

B [ ——— ¢ 1 — S I 
‘1:“‘"““’” Kedangan Pusst dait Dastalk n Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 

IF Analis Kevangan Pusat dan Daeran | o ) : oo 7 e e o Jabatan Fungsional on 1:567.000,00 
lJF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah = : 
Alli Pertama 8 Jabatan F u.ngslzxml OP 1.305.!{00,00 

N JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 
B ~|F Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Pungsional on 1.567.000,00 

JF Perencana Alli Pertama N 8 Jabatan Fungsional oB 
o r»::«m Penanggulangan Bencana Al & A e 

JMI'u::num Penanggulangan Bencana Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 

[JF Penata Penanggulangan Bencana Abl 2 Gabaien Fongiiomal o 

12 Jabatan Fungsional oB 
i 9 Jabatan Fungsional oB 

8 Jabatan Fungsional ~oB B 
e — 11 Jabatan Fungsional oB 

- N s ~_|JF Pranata Komputer Ahli Muda ) Jal ungsional oB 
-_— |JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB 

o Pelaksana i - 
- Pelaksana Kels 7 (S1) 

Pelaksana Kelas 6 (D3) . 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 

[ Camat Balik Bukit o 
| = \ Camat Balik Bukit ) 

e Sl Pagian Ui gk Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 
== Kepegawai e 

JSGaN. uls Bl Pessucanani s Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 

]| [— - s _ ~Jabatan Struktural ~ oB 0 
- |Kepala Sei asy Jabatan Struktural oB 

Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat i 
T — Pekon/Kelurahan SRBAHH Syl o8 

Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban RO, o 
N Umum o Jebatpn Dhld i 

o Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana on 1.116.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 3 Pelaksana o 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana o 781.000,00 | 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) a Pelaksana o 

— 3 Pelaksana | OB 

33 |KECAMATAN BELALAU 12 ~Jabatan Struktural OB ~ 6.043.000,00 
taris Comat 1n ~Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 | 

Kepela Suly Bagian Usstn dan 8 Jabatan Struldural oB 1.636.000,00 
B . |Kepegawaian | G i . 

= "‘“;‘,‘" Bgtan Porericanaaz day 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00 
[Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 



KELAS 

NG |Camat 
Sckretaris Camat 
Kepala Sub Bagian Umum dan 

NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN 

- [Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 _ Jabatan Struktural | OB | 1.934.000,00 

Kepalh Sekeal Pemberdaysn Masyatakst 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 i __|Pekon/Kelurahan o ) 
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

n Pelaksana B - - 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 72 Pelaksana on 1.146.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00 

Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 2] Pelaksana oB 421.000,00 
1(SD)_ 3 Pelaksana —oB 334.000,00 

34 |[KECAMATAN SUMBER JAYA [( - 12 Jabatan Struktural 0B | 6.043.000,00 | 
o ot 11 _ Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00 

8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 

8 Jabatan Struktural oB 
- S B o Jabatan Struktural oB 

Kepala Seksi Kemasyarakatan ° Jabatan Struktural on 
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat » 

~|pekon/Kelurhan ] ¢ | debauniSwikhiol oa 
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 

Pelaksana 
| Pelaksana Kelas 7 (ST) o 7 
—|Pelaksana Kelas 6 (D3) 1 o 

B Pelaksana Kelas 5 (SMA) T — 
[Pelaksana Kelas 4 (SMP) & & 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) . 3 

Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 

5t 8 e Kepegawainn . 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan = PR 
Keuangan ke 
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural 
Kepala Scksi Kemasyarkatan ) Jabatan Struktural 
Kepula Scksi Pemberdayaan Masyamkat 
Pekon Kels = 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

~ |pelaksana . - B 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 

. Pelaksana Kelas 6 (D3) " 6 
= Pelaksana Kelas 5 (SMA) s 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) E) 

36 |[KECAMATAN SEKINCAU [Camat 12 2 
Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

Kepala S Bagian U 
Fepel Sak e o 8 Jabatan Strukiural oB 1.636.000,00 Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan x R i g e 
Keuangan it 
Kepada Seksi Pemerintaban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

o Kepala Seksi Kemasyarakatan o Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 9 E X P e | Jabatan Struktural | 0B 199100000 

o Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Pelaksana ] - 
I Pelaksana Kelns 7 (S1) o Pelaksana__ 

~|Pelaksana Kelas 6 (D3) [ Pelaksana 
[ Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 T he 

Pelaksana K 4 Pelaksana 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) - Pelaksana 

37 [KECAMATAN SUOH Camat 12 Jabatan Strukiural o 6.043.000,00 
o Sckietaris Camat 1t Jabatan Strukiural o 2.891.000,00 

e S B Ui sy s Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 Kepegawaian S 
[Bepel Sub Bagiin Prbnicansis dan 8 Jabatan Struktural on 

— 1. _ Jabatan Stukiwral | oB | 
- [Kepala Scksi Kemasyarakatan o | nbatan Suuktumt | 0B | 

Kege Seloi Pemberdayen Maspicilat. | Jabtan Struktural on I Pekon/ Kelurahan i . ! 
[Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 | Pelaksana —oB 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 oB 7 7 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 781.000,00 



Pekon/Kelurahan 

NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN SaATak JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN 

. Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00 
Pelaksana Kelns 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00 

38 |[KECAMATAN BATU BRAK |Camat 12 _Jabatan St | o8 | 6.043.000,00] 
|sekretaris Camat. o 1 Jabatan Struktural oB | 2.891.000,00 | 

Kepala Sub Bagian Umumn dan 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 
Kepegawaian 

R oy S Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 
| Kevangan B 

Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Strukiural oB 1.931.000,00 
Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00 
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat P Jabatan Struktural oB 1.984.000,00 Pekon/ Kelurahan — - ol e 
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

Pelaksana - ) N Y S 
Pelaksana Kelas 7 (S1) ) 7 Pelaksana 

N —|Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 
Pelnksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 

| & Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 ~ Pelaksana 
| - Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) K Pelaksana 

39 [KECAMATAN SUKAU Camat 12| Jabatan Strukiural oB 6.013.000,00 
Sckretaris Camat 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 
e Sl Baglacs U iy 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00 - Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan s o Sieak L E%B000.00 

9 1.934.000,00 
- - 9 Jabatan Struktural | 1.934.000,00 

I\fpn.bi Seksi Pemberdayaan Masyarakat = 
Pekon/K B - ,J, | Jabatan Slmlfi‘",n:‘, ] f 1 9774.000,00 

Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 

o Pelaksana Kelas 7 (S1) N 7 | Pelaksana _oB 
= Pelaksana Kelas 6 (D3) B Pelaksana oB 

[ Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 

Pelaksana Kelns 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 

40 [KECAMATAN GEDUNG SURIAN|Camat 12 Jabatan Struktural oB 
N Sckretaris Camat ) 11 Jabatan Struktural oB 

KepeliSub Baglea sma dan 8 Jabatan Strukiural on 
- pegavaian - 

l\.r.pu.la ub; BApIL P RAcAnaRn 0 8 Jabatan Struktural oB _|Keuangan | 
] - Kepala Seksi Pemerintahan “9 | Jabatan Struktural oB 

Kepala Seksi : N ) Jabatan Struktural OB 
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat i o yeieien _® Jabatan Struktural on 

Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 

B Pelaksana T . 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana on 1.116.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) [ Pelaksana oB 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00 

- Pelaksana Kelis 4 (SMP) - a  Pelaksana —on 421.000,00 
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 ~Pelaksana oB 334.000,00 

fcamar — s L 
-  [Sekretaris Camat n Jabatan Struktural 

Kepala Sub Hagian Umum dan 3 N — 
= Kepegawaian . 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan " Satiing St 

| — o 9 Jabatan Struktural 
. 9 Jabatan Struktural 

Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat s et SRl 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Jabatan Struktural 

Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) - 

Camat 
Sckretaris Camat 
Kepala Sub Bagian Umum dan 

| Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan | 
Kcuangan Jabatan Struktural 

Kepala Scksi Pemerintahan Jabatan Struktural 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN B JENIS JABATAN SATUAN |  BESARAN 
e [Kepala Scksi Kemasyarakatan 0 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00 

Kepils Scloat Petiberdayaan Maayaralcat 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 
| o Pekon/Kelurahan B o o 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 

- |Pelaksana ] 
o Pelaksana Kelas 7 (S1) Pelaksana on 1.146.000,00 | 

Pelaksana Kelas 6 (D3) Pelaksana on 937.000,00 
Pelaksana Kelas 5 (SMA) Pelaksana on 781.000,00 
Pelaksana Kelas 4 (SMF) Pelaksana on 421,000,00 

- Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)_ Pelaksana. oB ~334.000,00 

1 Jabatan Struktural 0B | 6.043.000,00 
B o ~ [Sckrctaris Camat K Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 

s o Begkin Unnin dn 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00 
Kepegawaian " 
Kepef Sab Baglan Pesstcansurn et 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00 

9 | Jabatan Struktural oB | 1.934.000,00 
9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 

gy 9 Jabatan Struktural on 1:934.000,00 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00 

Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) Pelaksana oB 1.116.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 

Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 8 Keuangan 
Kepaln Scksi Pemerintaban ) Jabatan Struktural 
[Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural 
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat y psay 9 Jabatan Struktural 

Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban a Jabatan Struktural 

I — Pelaksana 
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana 

- Pelaksana Kelas 6 (D3) [ Pelaksana 
o | Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 

Pelaksana Kelas 4 (SMP) - 4 Pelaksana 
B - ) B Pelaksana 

45 -‘mvomu TAR BANDAR REGERL gk 12 Jabatan Struktural 
|Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural 
Kepala Sub Bagian U dan - R 
Kepegawaian el 
t::::‘n::h Bagian Perencanaan dan e 

] Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural 
Kepala Scksi Kemasyarakatan ° Jabatan Struktur 
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat e ke 9 | Jabatan Struktural | 

9 Jabatan Struktural Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 

6 

) Pelaksana Kelas 5 (SMA) s 3 
. Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana 

B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 

g [IECAMATAN XORMROK Camat 12 Jabatan Struktural on 6.043.000,00 
[Scietaris Camat i1 Jnbatan Struktural on 2.891.000,00 
[KepeM Sub Bagian Ul den Jabatan Struktural on 1.636.000,00 

Kepdla Suby Bagian Peracaiisan dax 8 Jabatan Struktural oB - Kenangan o 
= o Kepala Scksi Pemrintahan 9 Jabatan Struktuml | OB 

o Kepala Scksi Kemasyarakatan B Jabatan Struktural oB 
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat S St S il Py 

—|Pekon/Kelurahan - e 

pala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural on 

. E— lnksana Kelis 7 (51) KA Pelaksana | om 1.116.000,00 
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelksana o 937.000,00 | 



NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Bt JENIS JABATAN SATUAN 
= — [Pelaksana Kelas 5 (SMA) - 5 Pelaksana _0B i Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 _Pelaksana | _oB o Pclaksana Kelas3dan 1(SD) | 3 Pelaksana oB 

47 |KELURAHAN WAY MENGAKU _|Lurah 9 Jabatan Struktural oB 
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 
Kepaln Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural oB 
Kepala Scksi Kescjahterann 8 Jabatan Struktural on ¥ 
[Kepala Scksi Pembangunan - 8 Jabatan Struktural | 0B 1.325.000,00 

0 las 7 (S1) B T Pelaksana Kelas 6 (D3) oB 
_[Pelaksana Kelas 5 (sMA) ~oB 

B on [ - on 

Lurah 9 on 
- Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 

[Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural o8B 1.325.000,00 Kepala Scksi Kesejahtcraa 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 — Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 

| — [Pelaksana SN 
B Pelaksana Kelas 7 (S1) 11— 7 

- | Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 
= Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 

4 
—— 3 

49 |KELURAHAN TUGU SARI Lurah 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 | 
Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 - Kepala Scksi Kescjahteraan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 
[Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 | 

Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 _ Pelaksana oB | Pelaksana Kelas 6 (D3) o 6 Pelaksana oB 
B e laks: e 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B [ — |Pelaksana Kelas 4 (SMP) o a _ Pelaksana oB 

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 5 _ Pelaksana on 
50 |KELURAHAN FAJAR BULAN _|Lurah 9 Jabatan Struktural on 

[Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 
Kepala Scksi Pemerintaban 8 Jabatan Struktural on 
Kepala Scksi Kescjahteraan 8 Jnbatan Struktural oB [ [Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 

_ |Pelaksana ) - 
= Pelaksana Kelas 7 (S1) = 7 oB - o ~|Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 o8 

I 5 OB 
i 4 OB 

- |Pelaksana Kelas 3 dan 1(SD) 3 on 

51 |KELURAHAN SEKINCAU Lumah ) Jabatan Struktural oB 
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural - oB 
Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural oB 
Kepala Scksi Kescjahternan 8 Jabatan Struktural —oB 

o Kepala Scksi Pembangunan . 8 Jabatan Struktural oB 

o Pelaksana — B 
| Pelaksana Kelas 7 (S1) ) 7 | _oB m o claksana Kelas 6 (D3) o | om 

- Pelaksana Kelas 5 (SMA) o — 5 oB | 
Pelaksana Kelas 4 (SMP) - a oB 
Pelaksan Kelas 3 dan 1 (SD] 3 oB 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KABAG HUKUM 

SAR, 
NIP. 19761020 200501 1 008 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ud 

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : TAHUN 2025 
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI ASN 

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

KOP DINAS 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Yang Bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

NIP 
Pangkat/Gol 
Jabatan 

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ............. Tahun........... 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami 
sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat 
Bulan .. Tahun Anggaran ...... sebesar Rp. .............. (terbilang 
5 ) bertanggung jawan mutlak terhadap seluruh 
pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah 
dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas 
Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan 
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai 
dimaksud. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Liwa, .. 

/ atasan Langsung 
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR § TAHUN 2025 
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI ASN 

KOP DINAS 

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA 

Yang bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama : 

Nama 

NIP 

Pangkat/Gol 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas sedang 
melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan : 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Liwa, . 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd 

PAROSIL MABSUS 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KABAG HUKUM, 

- 

SARJ 
NIP. 19¥61020 200501 1 008



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : TAHUN 2025 
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI ASN 

PENGURANGAN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG SEBELUM 
WAKTUNYA 

a. TERLAMBAT MASUK KERJA 

Keterlambatan Prosentase (TL) Lama Keterlambatan Pengurangan 

TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% 
TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1% 
TL3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% 

> 91 menit dan atau tidak 
TL 4 mengisi daftar hadir masuk 1,5% 

kerja 

b. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA 

Pulang 
Sebelum Lama Pulang Kerja Sebelum Prosentase 
Waktu Waktunya Pengurangan 
(PSW) 
PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5% 
PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1% 
PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25% 

291 menit dan atau tidak - 
FSW4 mengisi daftar hadir Pulang kerja 1.55% 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd 

PAROSIL MABSUS 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KABAG HUKUM, 

- 

SARJAK 
NIP. 19761020 200501 1 008 


